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KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 ayat (2) peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2OlT tentang
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota meyatakan bahwa KpU/KIp
Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KpU/KIp
Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota dengan berpedoman pada peraturan KpU
ini;

bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas,
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Serang tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun
2AL8;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten {kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor L82
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a2771;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2OOT
tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor I Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 2Ol5
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kati diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor l0Tahun 2OL6 (L.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2076 Nomor 130, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

b.

3.

1
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Undang-Undang...
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun ZOLZ
tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2AL7 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
01 Tahun 2O1O;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keq'a
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan LJmum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tetrah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2OlZ
tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan
PemiUhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2Ol8;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2Ol7
tentang Dana Kampanye Peserta pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Watikota;

Berita Acara Rapat Pleno Nomor : s83/BA/x/2otz tentang
Penetapan Pedoman Teknis Dana Kampanye pemilihan warikota
dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILII{AN UMUM KOTA SERANG TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPAI{YE PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SERANG TA}IUN 2018.

Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye pemilihan walikota
dan wakil walikota serang Tahun 2or9 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU



KEDUA

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARI.AT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Hukum

a
J

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabil,a pada kemudian hari terdapat kekeliruan atau
kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal O9 Oktober 2OL7

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd
HERI WAHIDIN
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
NOMOR : 584/HK.03. 1 -KpU3673/KPU-KotatN2OlZ

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DAI.AM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SERANG TAHUN 2018

PEDOMA]Y ?EKITIS DAITA I{AMPAIYYE

DALAM PEMILIIIAN trIALIKOTA DAIY UTAXIL WALIKOTA STRANG

TAHIIN aOLE

BAB I
PEITIDATIULUAIY

A. LATAR BELAXANG

Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Watikota Serang
Tahun 2018 merupakan bagian dari tahapan taporan dan Audit Dana
Kampanye penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang
Tahun 2018, yaitu sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang
digunakan pasangan Calon dan/atau partai Politik dan/atau Gabungan
partai Politik pengusung Pasangan Calon untuk membiayai metode
Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.
Oleh karenanya untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan maka dana
kampanye harus dilaporkan oleh pasangan calon d,an/atau tim pelaksana
kampanye.

B. MAITST'D DAIT TUJUAIT

Maksud dan tujuan dari penyusunan Pedoman Teknis Audit Dana
Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun
2418, dimaksudkan untuk menjadi panduan bagl:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melayani dan memfasilitasi tahapan
Laporan dan Audit Dana Kampanye penyelenggaraan Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;

2. Memberikan
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2. Memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan

mempertanggungiawabkan penerimaan dan Pengeluaran Dana

Kampanye;

3. Menjadi acuan bagi Akuntan Publik (AP) dalam melaksanakan audit

kepatuhan atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

C. RUANG LINGKUP

BA.B I : PEITDAIII]LUAI{

BAB II : DANA KAMPAITYE

BAB III : PELI\PORAIT DAITA KAMPAITTE

BAB IV : ATIDIT DAITA ITAMPAITTE

BABV : LARAITGANDANSANKSI

BAB VI : KEf,EI{TUAI| LAIN-LAIN

BAB VII : KETEI{TUAI| PEI{UTT,P

D. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan

maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk

mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian

istilah sebagai berikut :

l. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018,

selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat

di Kota Serang untuk memilih pasangan Walikota dan Wakil Walikota

Serang masa jabatan 2Ol8-2O23 yang diselenggarakan secara

langsung dan demokratis;

2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota Serang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai

peserta Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut

KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat

nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan

wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan

yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang ........
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undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kota Serang yang selanjutnya disebut KPU

Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum

yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang

Pemilihan.

6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk

oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar

kesamaan kehendak dan cita - cita untuk memperjuangkan dan

membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara,

serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik

nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai

Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Ralryat, Dewan Perwakilan Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama

bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil

Walikota.

8. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah

kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon

dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau

meyakinkan Pemilih.

9. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa

yang digunakan Pasangan Ca-lon dan/ atau Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk

membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.

10. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung

penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari

rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik.

11. l,aporan........
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11. Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK

adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana

Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan,

rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh

sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan

penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon

dan/ atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang selanjutnya

disingkat LPSDK ada lah pembukuan yang memuat seluruh

penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan

kepada KPU Kota Serang.

13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang

selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat

seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

14. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang

digunakan untuk keperluan audit.

15. Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang

telah memeroleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Pubtik.

16. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan

usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.

17. Hari adalah hari kalender.

E. PRINSIP PEITY-ELEI{GGARA PEMILIIIAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan

berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu:

1. Mandiri

2. Jujur
3. Adil

4. Kepastian Hukum

5. Tertib

6. Kepentingan Umum

7. Keterbukaan

8. Proporsionalitas

9. Profesonalitas

10. Akuntabilitas........
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10. Akuntabilitas

1 1. Elisiensi

12. Efekifitas dan

13. Aksesibilitas

T.. DASAR HUKT,M

Dalam penyusuan keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kota Serang berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO7 Tentang Pembentukan Kota

Serang di Provinsi Banten (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOT Nomor 9STambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 47481;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

20ll (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 8,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

asafl;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan {l.embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2A11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor S%al
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20ll tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 101 , Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

52aQ;

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol4 Tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 56791;

7. Undang-Undang
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7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20rc tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s8e8);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.AL|2AA9 tentang Jasa

Akuntan Publik;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,, sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O l"

Tahun 2OlO tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum KabupatenfKota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kery'a Sekretariat Jendral Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KabupatenlKota sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22

Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keq'a

Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kot-a;

1 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor L Tahun 2Ol7 tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danlatau Walikota

dan Wakil Walikota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2Ol7 Pedoman

Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil rWalikota;

13. Peraturan
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13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang

Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur

Bupati dan Walikota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danf atau Walikota dan

Wakil Walikota;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor:

57 3 .B / H-K. 03. 1 - Kpt/ 36 7 3 I KPU -Kota. / X / 20 1 7 tentang Pedoman Teknis

Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Serang Tahun 2O1B;

BAB II
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BAB II
DAITA I(AMPANYE

A. SUMBER, BENTUK, DAN PEMBATASAI{ PEMBIAYAAN KAMPANYE

1. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik bersumber dari:

a. Pasangan Calon;

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/atau

c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

2. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, bersumber dari:

a. sangan Calon; dan/atau

b. sumbangarl yang sah menurut hukum dari pihak lain.

3. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana

dimaksud dalam angka (1) huruf a dan angka (2) huruf a berasal dari

harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.

4. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf b berasal

dari keuangan Partai Politik atau Gab ungan Partai Politik yang

mengusulkan Pasangan Calon.

5. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana

dimaksud dalam angka (1) huruf c dan angka (2) huruf b berasal dari:

a. perseorangan;

b. kelompok; atau

c. badan hukum swasta.

6. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga

Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau

anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan

Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan

sebagaimana dimaksud pada angka (5) huruf a.

7. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana

dimaksud pada angka (5), tidak berasal dari tindak pidana, dan

bersifat tidak mengikat.

8. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3 sampai angka

7 , dapat berbentuk:

a. uang;

b. barang; dan/atau

c. jasa.

9. Dana
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9. Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada

angka (8) huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet

giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi

perbankan.

10. Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada

angka (8) huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak

yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar

pada saat sumbangan itu diterima.

1 1. Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada

angka (8) huruf c meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan

pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai

penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga

pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

t2. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana

dimaksud pada angka (10) dan angka (11), dicatat berdasarkan harga

pasar yang wqiar pada saat sumbangan itu diterima.

13. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik sebagaimana dimaksud dalam angka (4l., nilainya paling

banyak Rp. 750.000.000,00 {tujuh ratus lima puluh juta rupiah}

setiap Partai Politik selama masa Kampanye.

14. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain

perseora-ngan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a, nilainya

paling banyak Rp75.000.000,00 (tduh puluh lima juta rupiah) selama

masa Kampanye.

15. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok

atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam angka 5

huruf b dan huruf c, nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh

ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.

16. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik, Gabungan Partai

Politik, pihak lain perseorangan, atau pihak lain kelompok atau badan

hukum sebagaimana dimaksud pada angka (13), angka (L41, dan

angka (15), bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.

L7. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka (a)

dan angka (5) meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang,

barang dan/atau jasa yang diterima dari Partai Politik dan pihak lain.

18. Sumbangan....
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18. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak

lain sebagaimana dimaksud pada angka (17) harus dilengkapi dengan

identitas penyumbang yang mencakup:

a. Partai Politik:

1) nama Partai Politik;

2) alamat Partai Politik;

3) nomor akte pendirian Partai Politik;

4) Nomor Pokok Wajib Pajak;

5) nama dan alamat pimpinan Partai Politik;

6) nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;

7) jumlah sumbangan;

8) asal perolehan dana; dan

9) pernyataan penyumbang bahwa:

a. penyumbang tidak menunggak pajak;

b. penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan

putusan pengadilan;

c. dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

d. sumbangan bersifat tidak mengikat;

b. Perseorangan:

1) nama;

2) tempatltanggal lahir dan umur;

3) alamat penyumb*g;

4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);

5) nomor identitas;

6) Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);

7) pekerjaan;

8) alamat pekerjaan;

9) jumlah sumbangan;

10) asal perolehan dana; dan

11) pernyataan penyumbang bahwa:

a. penyumbang tidak menunggak pajak;

b. penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;

c. dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

d. sumbangan bersifat tidak mengikat;

c. Kelompok:

1) narna kelompok;

2) alamat kelompok;

3). nomor
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3) nomor identitas pimpinan kelompok;

4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);

5) Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok,

apabila ada;

6) nama dan alamat pimpinan kelompok;

7) jumlah sumbangan;

8) asal perolehan dana;

9) keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok;

dan

10) pernyataan penyumbang bahwa:

a. penyumbang tidak menunggak pajak;

b. penyumbang tidal< dalam keadaan pailit berdasarkan

putusan pengadilan;

c. dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

d. sumbangan bersifat tidak mengikat;

d. badan latkum su)asta:

1) nama badan hukum swasta;

2) alamat badan hukum swasta;

3) nomor akte pendirian badan hukum swasta;

4) Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;

5) nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;

6) nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan

hukum swasta;

7) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;

8) jumlah sumbangan;

9) asal perolehan dana;

l0) keterangan tentang status badan hukum; dan

11) pernyataan penyumbang bahwa:

a. penlrrmbang tidak menunggak pajak;

b. penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan

putusan pengadilan;

c. dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

d. sumbangan bersifat tidak mengikat.

19. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta sebagaimana

dimaksud pada angka (18) huruf d wajib dilampiri salinan akte

pendirian badan usaha.

20. Penerimaan .........
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20. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud

pada angka (17) yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari

nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye

disertai identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka

(18).

21. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka (20) dapat

berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.

22. Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (17)

yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan

surat pemyataan penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka

(18).

23. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima

sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka

(13), angka (1a), dan angka (15):

a. dilarang menggunakan dana dimaksud;

b. wajib melaporkan kepada KPU Kota Serang untuk Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Serang; dan

c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14

(empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

24. KPU Kota Serang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota,

memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana

dimaksud pada angka (23) ke kas Negara.

25. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang merupakan sebesar

harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.

26. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran

transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan

ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada

Pedoman Teknis ini.

27. Hfiang atau pinjamaa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau

barang dan jasa dari pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan

yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Keputusan ini.

B. PEMBATASAN DANA KAMPAITYE

1. KPU Kota Serang menetapkan pembatasan

Kampanye dengan memperhitungkan metode

pengeluaran Dana

Kampanye, jumlah

kegiatan
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kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar

biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan

kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara

menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:

a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya

daerah;

b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x

standar biaya daerah;

c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar

biaya daerah;

d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh

persen) x jumlah pemilih) x Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu

rupiah);

e. jasa manajemen/konsultan;

f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang

jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Kota Serang; dan

g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon berpedoman

yang jumlahnya pada keputusan KPU Kota Serang.

3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU

Kota Serang berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik atau petugas yang ditunjuk Bakal Pasangan Calon untuk

mendapatkan masukan.

4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud

pada angka (1) dan ayat {21 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota

Serang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang dengan

memerhatikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada

angka (3).

C. RTKENING KHUSUS DAITA KAMPA}TYE

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan

Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka

Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum.

2. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada

angka (1) dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

3. Rekening.........
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Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon

sebagaimana dimaksud pada angka (2) dibuka atas nama Pasangan

Calon dan spesimen tanda tangan harus dilalukan bersama oleh

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari

Pasangan Calon.

Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana

dimaksud pada angka (1) dilakukan paling lambat pada saat

penetapan Pasangan Calon.

Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon

yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud

pada angka (3) dilakukan oleh salah satu petugas yang ditunjuk

oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan

Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya

I (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana

dimaksud dalam angka (1) kepada KPU Kota Serang untuk Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Serang.

Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka

(6) yang telah disampaikan kepada KPU Kota Serang tidak dapat

ditarik dan/atau dilakukan penggantian.

Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud

pada angka (6) menjadi l,ampiran pada LADK dan LPPDK.

4

5

6

7

8

BAB III .........
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BAB III
PELAPORAN DAITA KAMPAIIYE

A. PEI{CATATAIY DANA XAMPA"I TE

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungiawabkan

berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.

2. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (l) dan

pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon

dan/ atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon

perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak

lain wqjib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana

Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima

sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik dan pihak lain.

5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan

sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka (a) dalam pembukuan

penerimaan Dana Kampanye.

6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan

pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud

pada angka (5) kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam

LADK.

7. Format pembukuan penerimaan Dana Kampalye sebagaimana

dimaksud pada angka (5) tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

8. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran

dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.

9. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka (8) terpisah dari

pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.

10. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka (8) mencakup

informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran

disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungiawabkan.

11. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka (8) dan angka (9)

dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan

ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

B. PELAPORAN
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B. PEI"A,PORAIT DANA XA,UPAlrre

1. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana

Kampanye kepada KPU Kota Serang untuk Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Serang.

2. Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar

belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye

sebagaimana dimaksud pada angka (1).

3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana

Kampanye yang terdiri atas:

a. LADK;

b. LPSDK; dan

c. LPPDK.

C. I,APORAI{ AWAL DANA KA}IPANYE

1. LADK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf a yaitu

pembukuan yang memuat informasi:

a. Rekening Khusus Dana Kampanye;

b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;

c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh

sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan

d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

2. Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada angka (1) dimulai

sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada

saat penetapan Pasangan Calon.

3. Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam

angka (1) kepada KPU Kota Serang untuk Pemilihan Walikota Serang

dan Wakil Walikota 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.

4. LADK sebagaimana dimaksud pada angka (3) disampaikan kepada

KPU Kota Serang paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

5. Format LADK sebagaimana dimaksud pada angka (3) tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman

Teknis ini.

6. Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam angka (3) dapat

disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

7. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka (6) wajib

menyerahkan surat tugas.

8. KPU Kota..........
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8. KPU Kota Serang menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas

yang ditunjuk.

9. KPU Kota Serang melakukan pencermatan terhadap:

a. cakupan informasi; dan

b. format LADK.

10. KPU Kota Serang membuat tanda terima LADK yang ditandatangani

bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

11. KPU Kota Serang menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita

acara.

12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana

dimaksud pada angkat (9) tidak lengkap, KPU Kota Serang membuat

catatan khusus dalam berita acara.

13. Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud dalam

angka (10) dan angka (11) dibuat dengan format tercantum dalam

l,ampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman

Teknis ini.

14. KPU Kota Serang mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari

setelah menerima LADK sebagaimana dimaksud dalam angka (8) pada

papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Serang.

D. LAPORAN PEI{ERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPA,ITYE

1. LPSDK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf b

merupakan pembukuan sumbangan Dana Kampanye yang diterima

Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.

2. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditutup I (satu) hari

sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kota Serang.

3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam

angka (1) kepada KPU Kota Serang sesuai dengan jadwal dalam

Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Serang.

4. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka (3) disampaikan kepada

KPU Kota Serang paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

5. Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka (3) tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Pedoman Teknis ini.

6. LPSDK



21

6. LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka (3) dapat disampaikan

oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

7. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka (6) wajib

menyerahkan surat tugas.

8. KPU Kota Serang menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas

yang ditunjuk.

9. KPU Kota Serang melakukan pencermatan terhadap:

a. cakupan informasi; dan

b. format LPSDK.

10. KPU Kota Serang membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani

bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

11. KPU Kota Serang menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita

acara.

12. Dalam hal cakupan informasi dan/ atau format LPSDK sebagaimana

dimaksud pada angka (9) tidak lengkap, KPU Kota Serang membuat

catatan khusus dalam berita acara.

13. Tanda terima dan berita acara LPSDK sebagaimana dimaksud dalam

angka (10) dan angka (11) tercantum dalam la.mpiran IV yang

merupakan bagran tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

14. KPU Kota Serang mengumumkan LPSDK paling lambat I (satu) hari

setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka (8)

pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Serang.

E. LAPORAN PENERIMAAN DAN PEI{GELUARAN DAITA I{AMPA.ITYE

1. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf c adalah

pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran

Dana Kampanye Pasangan Calon.

2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana

Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

3. Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka (2l,,

menggunakan pendekatan aktivitas.

4. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota Serang

paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.

5. LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka (4) disampaikan kepada

KPU Kota Serang paling lambat pukul 18.00 waktu setempat'

6. Format
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6. Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka (4) tercantum

dalam t ampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Pedoman Teknis ini.

7. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka (4) dapat disampaikan

oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

8. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka (7) wajib

menyerahkan surat tugas.

9. KPU Kota Serang menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas

yang ditunjuk.

10. KPU Kota Serang membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani

bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

11. KPU Kota Serang menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita

acara,

12. Tanda terima dan berita acara LPPDK sebagaimana dimaksud dalam

angka (10) dan angka (11) dibuat dengan format tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman

Teknis ini.

13. KPU Kota Serang menyampaikar LPPDK sebagaimana dimaksud

datam angka (1) kepada KAP yang ditunjuk paling lambat I (satu) hari

setelah diterimanya LPPDK.

BAB TV
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BAB IV

AT'DIT DANA I{AIUPAIIY-E

A. BENTUK PERIKATAN DAN TU.,UAN AUDIT

1. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit

kepatuhan.

2. Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah

kepatuhan terhadap peraturan perundangundang yang mengatur

tentang Dana Kampanye.

3. Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa opini patuh atau tidak patuh.

4. Tujuan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam angka (1)

sampai (3) adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana

Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang Dana Kampanye.

B. SELEKSI I(ANTOR AIil'ITTASI PUBLIK

1. KPU Kota Serang melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit

Dana Kampanye.

2. Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada angka (1) termasuk dalam

kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah.

3. Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud pada angka (1)

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Serang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun

2018.

4. KPU Kota Serang menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi

sebagaimana dimaksud dalam angka (1) untuk melakukan audit

LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.

5. KAP sebagaimana dimaksud pada angka (a) dapat melakukan audit

LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.

C. PERII(ATAN AUDIT

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas

dari KAP yang ditetapkan KPU Kota Serang.

AP 1.ang



D. PELAKSAAIT AT'DIT DAITA I{AMPA.ITYE

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari

terhitung sejak I(AP menerima LPPDK dari KPU Kota Serang

sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf E angka 13.

2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan

menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang

diperlukan tepat waktu.

3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:

a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan

pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye,

dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan

penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;

b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas

penyumbang;

c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu;

dan

d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

E. PENYAMPAIAN .........
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2. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:

a. tidak beraliliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan

Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

atau Pasangan Calon perseorangan; dan

b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan,/ atau Gabungan

Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

3. AP dan staf auditor yang melakukan audit sebagaimana dimaksud

pada angka (1) diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertilikasi

audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.

4. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit sebagaimana dimaksud

pada angka (1) wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Pedoman

Teknis ini yang diselenggarakan oleh KPU Kota Serang.

5. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka (1)

bertanggung jawab atas laporan hasil audit.

6. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan audit bagi AP

ditetapkan dengan Pedoman Teknis.
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E. PEITTAMPAIAN DIIIT PENGUMUMAII IIASIL AUDIT DANA I(AMPANYE

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kota Serang paling

lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Kota

Serang sebagaimana dimaksud dalam BAE} III huruf E angka 13.

2. Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada angka (1) wajib

dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan

KPU Kota Serang.

3. KPU Kota Serang menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada

Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil

audit dari KAP sebagaimana dimaksud dalam angka (1).

4. KPU Kota Serang mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye

paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada

papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Serang.

5. KPU Kota Serang menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK

Pasangan Calon dalam bentuk softcopy kepada KPU paling lambat 15

(lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.

BAB V
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BAB V

LARANGAN DAN SANI(SI

A. LARATTGAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politjk dan Pasangan Calon

perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk
Kampanye yang berasal dari:

a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat

asing dan warga negara asing;

b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;

c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan

d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan

usaha milik desa atau sebutan lain.

2. Padai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan

Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima

sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka (1):

a. dilarang menggunakan dana dimaksud;

b. wajib melaporkan kepada KPU Kota Serang ; dan

c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14

(empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini
sebagai auditor:

a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon

perseorangan;

b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran

uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;

c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau aIiliasi dengan

Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan

Pasangan Calon perseorangan ;

d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota,

pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KlP

Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan

e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan

KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh

yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

B. SANKSI
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KPU

B. SANKSI

l Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak

benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam

BAII II huruf A angka 18, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang tentang Pemilihan.

2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon

Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam BAEI II huruf A angka 13, angka 14, angka 15, dan angka 23,

dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran

Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka

4, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU

Kota Serang sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana

dimalsud dalam BAB IlI huruf E angka 4 dan angka 5, dikenai sanksi

berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui

tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf C angka (2), KAP yang

bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu

dilakukan klarifikasi.

6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada

angka (5), tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.

7. KPU Kota Serang menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan

pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang

bersangkutan.

8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam BAB V huruf A angka (1) dan angka (2),

dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

9. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam BAB V huruf A angka (f) dan angka (2), dikenai

sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud

dalam angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 8, sebagai berikut:
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a. KPU Kota Serang melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon

dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan

Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan; dan

b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diputuskan

dalam rapat pleno.

11. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan

KPU Kota Serang.

BAB VI .........
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BAB VI

KETINTUAIT LAIN-LAIIT

1. KPU Kota Serang memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye

kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.

2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka (1) terdiri atas konsultasi:

a. tatap muka;

b. melalui telepon; dan

c. melalui email.

3. Kewajiban KPU Kota Serang dalam memberikan pelayanan yaitu:

a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kota Serang, dan dapat

dibantu oleh asosiasi akuntan Indonesia;

b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;

c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama,

alamat nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU

Kota Serang, tanda tangan petugas dan tamu;

d. menyiapkan alamat email KPU Kota Serang; dan

e. berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan

publik.

4. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan

Calon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada

Pasangan Calon.

5. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka (4) meliputi kelompok

masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu,

dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung

Pasangan Calon.

6. Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain sebagaimana

dimaksud pada angka (4) kepada KPU Kota Serang sebagai Lampiran

LPPDK.

7. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang dapat mengakses

informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye.

8. Permohonan akses informasi Kampanye sebagaimana dimaksud pada

angka (7), disampaikan secara tertulis kepada KPU Kota Serang

9. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta

mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.

10. Peran
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10. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (9) dilakukan

dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

1 1. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (10) yang disampaikan

kepada KPU Kota Serang dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit

Dana Kampanye.

12. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan

Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

BAB VII
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BAB VII
KEIEITTUAIT PErTUTT'P

Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal O9 Oktober 2O17

KETUA KOMISI PEMILIHAN TII}IUM
KOTA STRAIIIG,

ttd
HERI WATIIDI1T

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT

PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

t,\

*



A.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
NOMOR : 584/HK.03. 1-KpU3673/KPU-Kota/)U201 7

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

JTIIIS TIORMULIR LAPORAIT AWAL DAITA KAMPAIYYE PTSTRTA
PEMILIHAIT WALITIOTA DAIT WAI{IL WALIKOTA SERAITG TAIIUtr 2018

UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK

7. Surat Pernyataan Penyumbang Prhak Lain PerseorErngan;

8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;

9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model
LADKl.PARPOL

2. Formulir Model
I.ADK2-PARPOL

3. Formulir Model
LADK3-PARPOL

4. Formulir Model
LADK4-PARPOL

5. Fonnulir Model
LADKs.PARPOL

6. LampAan Formulir
Model LADKS-PARPOL

1. Formulir Model
LADKl-Perseorangan

2. Formulir Model
LADK2-Perseorangan

3. Formulir Model
LADK3-Perseorangarl

4. Formulir Model
LADK4-Perseorangan

5. Formulir Model
LADK5-Perseorangan

I"aporan Awal Dana Kampanye;

Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;

Daftar Saldo Dana Kampanye;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal
Dana Kampanye;
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
Kepada Pasangan Calon;
Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

: Laporan Awal Dana Kampanye;

: Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;

: Daftar Saldo Dana Kampanye;

: Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal
Dana Kampanye;

: Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

6. Surat Pernyataan PenSrumbang Pihak Lain Perseorangan;

7. Surat Pernyataan Penyumbang Fihak Lain Kelompok;

8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.



MODEL LADKI.PARPOL

LOGO
PASANGAN CALON

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NAMA KOTA

NAMAPASANGAN CALON 2

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode_s/d 3

Tanggal Pembukaan Rekening
Nama Bank

Nomor Rekening

4

Nomor Uraian Rp Unit Keterangan
A- Penerimaan z

1 Pasangan Calona

2 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

(Total Penerimaan)s
3 Sumbangan Pihak Lain Perseoranganlo Sumbangan
4 Pihak Lain Kelompokrr Sumbangan Pihak Lain
5

Badan Hukum Swastarz Lain-Lain Komitmenrg
6.

B Pengeluaran

1 Pengeluaran Operasi

a. Pertemuan terbatasrs

b. Pertemuan tatap mukare

c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa

cetak dan media massa elektronikrz

d. Pembuatan desain alat peraga kampanyere

e. Penyebaran bahan kampanye kepada

UmUmre

f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan

Kampanye dan peraturan perundang undanganzo

g. Lain-lainzr

2 Pengeluaran Modalzz

a. Pembelian Kendaraanzr

b. Pembelian Peralatan zr

c. Lain-lainzs

3. Pengeluaran Lain-Lainzs

a. Pemberian Piutangzz



Nomor Uraian Rp Unit Keterangan

b. Pembayaran Utangza

C SALDO PERzs

Kas di Rekening Khususso

Kas di 31

Barangsz

Tagihan kepada 30

Utangoa

CALON WALIKOTtus CALON WAKIL WALIKOTAgo

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

'1. Diisi nama Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon oleh
KPU.Kota Serang

4. Diisidengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.

5. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye

6. Diisidengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.

7. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh

KPU Kota Serang

8. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Walikota dan WakilWalikota.Serang

9. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

yang mengusung Pasangan Calon.

10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak

lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan

Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain

perseorangan tersebut.

11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak

lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial,

kelompok keagamaan dll

12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak

lain badan hukum swasta.

ttd.
-Nama Lengkap-



13. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan

dikembalikan kepada pihak lain tersebut.

14. Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon

oleh KPU

15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas
meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, celak undangan, foto copy,

alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait
dengan aktivitas rapat terlratas.

16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap
muka meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto
copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait
dengan aktivitas tatap muka.

17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait d6ngan biaya pembuatan (biaya produksi)

iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat
peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalem peraturan yang mengatur tentang
Kampanye.

19. Diisi dengan jumlah peng€luaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan
pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan Calon
didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

20. Diisi dengan jumlah p€ngeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang

tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan

mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser

musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar,

donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.

21. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap
muka, pombuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan

kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peratu€n
perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.

22, Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan

aktiva tetap.

23. Diisi dongan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah

kendaraan tersebut b€rdasarkan harga pasar.

24. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah

peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer,

inventaris dan lain-lain.

25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan

berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lainlain.

26. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal

27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali

28. Diisi dengan Jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali



29. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KpU

30. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal
penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

31 . Diisi dongan iumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye
beserta jumlahnya (umlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KpU).

32. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per
tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).

33. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal
penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

34. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan pasangan

Calon oleh KPU.

35. Untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, laporan ditandatangani oleh Pasangan
Calon Walikota dan Wakil Walikota.



MODEL LADK2-PARPOL

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
NAMA KOTA-T

NAMAPASANGANCALON 2

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUAR.AN DANA KAMPANYE
PERIODE S/D g

CALON WALIKOTA

ttd

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL WALIKOTA

rtd

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

I . DiiBi nama Kola tempel Pasangan Cslon mencslonkan did.
2. Oisi narha P&angan Calon yang mol.porkan Dana Kampany€.
3. Dibidangen pedode psleporan sampaidangen tanggat ponotapan Passngen Calon otsh KpU.4, Diisi dengan nomor urlrt kegislan.
5. Diisid€ngen langgalpada saal p€ng€luaran t6.jedi.
6. Oiisi d€ngan nomorbukliyang m6nunjuksn adsnya pengeluaran Oana K.mpenye dapet berupe kuatansi, bukti transfer, bukti pengelueEn etau buhi pengplualen lainnya7. tlisj d€nosn bentuk aktivitas Kampsnye dspet berupa:

No. a Tanggals Bukti Pengeluarano Bentuk Aktivitasz Jumlah Kas (Rp)a Jumlah Non Kas

(Unit)s

Klasifikasi Pengeluaran ro Keteranganrr

ltoa 21ob !roc
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a. Pengeluaran Operasi

dengan aktivitas rapat terbalas.

lerkait dengan aktivitas tatap muka.

elektronik.
4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup lransaksi antara lain biaya jasa pembualan desain alal peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraluran yang mengatur

tentang Kampanye.
5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, lermasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh pasangan

Peraturan KPU yang mengatur lentang Kampanye.

kegialan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.

kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.

Pengeluaran Modal
1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

inventaris dan lain-lain.

c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal

sewa panggung, transportasi, dan lainlain.

10. Kolom Klasifikasi Pengeluarandiisidengan:
a. Cek list pada kolom I apabila pengeluaran berasaldari pengeluaran operasi.
b. Cek list pada kolom 2 apabila pengoluaran berasaldari modal.
c. Cek list Pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain

11. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan

12. Keterangantambahan:
a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Oana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.

b. Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikola, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

b

8

9



MODEL LADK3.PARPOL

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
NAMAKOTA I

NAMAPASANGANCALON 2

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
Periode s/d s

NOr URAIANs JUMLAH KAS (Rp) e JUMLAH NON KAS (Unit) z KETERANGANa

CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA

TTD TTD

Nama Lengkap-Nama

CAP
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Keterangan

Laporan ini digusun oleh Pasangan Calon

L Diisi dengEn nama Kota tempat Pasangan Calon m€ncalonkan diri.
2. Diisinama Pasangan Calon yarE melaporkan Dana Kempanye.
3. Diisi dgngan periodo pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh (PU.
4. Diisi deng€n nomor urut.
5. Diisi deng€n saldo a',ral pembukaan RekenirE l(husus DsnE Kampanye dan saldo akhir pedode tutup buku.
6. Diisi dengen nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut borbentuk uang lunai Apabi,a te.dapst mata uang lain, maka sajikan dalam bontuk konversi mata uang lersebut k6 dalam

mata uang Rupiah dengan ku.s tengah Bank lndonesia pads tanggal lransaksi.
7. Diisi derEan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berpa barang, Unit berpa barang harus disajikan dalam bontuk satuan barang ters€but. Jika barang l6rsebut dapat

dik€tahui nilai .upiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang ters€but b€rdaaa*an harga pa8ar.
8. Pada l(olom Keterangan diisidengan hal-hal lain yang p€rlu dii€laskan.
9. Keterangantambahan:

Untuk Pemilihan Walikot6 d€n WakilWslikota, Laporan dilandatangani oleh Pasangan Calon Walikota dan WakilWalikota



MODEL LADK4-PARPOL

LOGO PASANGAN
CALON

PEA,IILIHAN WAKIL WALIKOTA
NAMA KOTA

NAMA PASANGAN CALON
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

TANGGAL-S'D-

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

Alamat
Nomor ldentitas

Jabatan Calon Walikota

2. Nama

Alamat
Nomor ldentitas

Jabatan Calon WakilWalikota

Adalah Pasangan Calon Walikota dan WakilWalikota Serang

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Calon Walikota dan WakilWalikota Serang periode

tanggal sampai

MENYATAKAN dengan sebenar-ben arnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon

2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi

Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun

dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah

disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI _) berdasarkan bukti-bukti dan atau

fakta yang sebenarnya.

4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran

dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi

pengeluarann yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah

disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.



2

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON WALIKOTA SERANG

ttd.

-Nama Lengkap-

CALON WAKILWALIKOTA*

ttd.

-Nama Lengkap-

Keteranqan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab inidisusun oleh Pasangan Calon ")

Coret yang tidak perlu



LOGO PARPOUGABUNGAN

PARTAT POLITIK/GABUNGAN PARPOL 

-'

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA
NAMAKOTA .

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

KEPAOA PASANGAN CALON-3
I

Periode tanggal _ s/d _'

MODEL LADKS-PARPOL

No.5
_.5
r anggar

Jumlah Sumbangan 7 Bentuk Sumbangan 
I

Asal Sumbangans Nomor Rekening
Penyumbang'"

Nomor Rekening
Penerima' '

Buktil2 Keteranganl3
7a

(Rp)
7b

Unit
8a

Tunai
8b

Barang
8c

Jasa

Ke4ua Parpoucabungan Parpol
ttd.

-Nama Lengkatr

KeteEngan:

LapoEn ini diSusn oleh Partai Politik atau GabuEan Part n Politik

1 Diisi dengan nama Partai Pdilik atau Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon.

2 Diisl dengan nama Provinsi/lGbupaten/Kcta tempat Pemilihan berlangsung

3 Diiei dengan nama Pasangan Calon yang dusung Partai Politlk atau Gabungan Partal Politik.

4 Diisi dengan periode sumbangEn Dana lGmpanye (periode sampal dengan tanggal penetapan Pa8angan Calon deh KPU).

5 Diisi d€ngan nomor urul.

,,'.'.'.,..-,,.,..'.,.n.,.

B€ndahara Parpd/Gabuqan Parpol
fld.

-Nama L€ngkap-



6 Diisi dengan tanggal pemb€rian sumbangan Dana lcmpanye.
7 Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang diterima

Jurnlah Sumbangan Oana lGmpanye dalam bentuk Earang

8 Dlisi dengan Bentuk sumbangan Dana lGmpanye yang diterima
a Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa uang tunai b Diisi

dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang
c Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa iasa

9 Diisi dengan asal sumbangan Dana Kampanye/pemberi slmbangan Dana tGmpanye
10 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbongan tunai)
11 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan Dana Kampanye(sumbangan tunai)
12 Diisi dengan buKi sumbangan Dana lempanye(bukti transfer, nota barang, dtl)
13 Diisi dengan keterangan te*ail sumbangan Oana lGmpanye
14 Untuk Gabungan Partai Politik dilanddangani oleh Gabungan Partai Pditik pengusung Paeangan Calon dan cap Pasar€an Calon



LAMPIRAN FORi'IULIR MOOEL
LADKS.PARPOL

LOGO PARPOL/GABUNGAT{
PARPOL

PARTAI POLITIK/GASUNGAN PARPOL
DEWAN PITIIPINAN OAERAH I(OTA

NAMA KOTA 

-2

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA XAMPANYE PASANGAN CALON
PERIOOE .td '

3

NO ASAL SUMBANGAN
DANA KAMPANYE

BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE
JUMLAH

(Rp.) "
KETERANGAN gUANG BARANG " JASA ,

(RpJ (RpJ " (Unit) "" (RpJ '" (Bentuk) ''

1 Pasangan Calonio

b. Nama Calon WakilWalikota16

2 Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politikrr

a. Nama Partai Politikll"

b. Nama Patui Politikllb

c. dst.

3 Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 12

a Nama Penyumbang 12"

Alamat Penyumbang l'b

No. Telp Penyumbangl"

No. ldentitas Penyumbang 12d

No. NPWP Badan hukum Swasta 1!u

b. dst

Sumbangan Pihak Lain Kelompokl3a

Nama Kelompokl&

Alamat Kelompok 13b

a. Nama Calon Walikotale

4

No. Telp Kelompok 1*



No. ldentitas pimpinan kelompok
13d

No. NBr'r'P pimpinan Kelompok
13e

b. dst

5 a Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasla

Nama Badan hukum Swasta

1,lb
Alamat Badan hukum Swasta No. Telp

Badan hukum Swasta

No. ldentrtas Badan hukum Swasta

No. NR ,/P Badan hukum Swasta 
14

b. dst.

TOTAL TOTAL 15 TOTAL 15 TOTAL 15

IIIII
IIIIIIII

Ketua Parpol/Gabuhgan Parpol

ttd.
-Nama Lengkap-

B.nd.hfi .P.nollc.bung.n Prnol

ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporsn ini dieusuo obh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupater/Kota tempat Pemilihan berlangsung
3. Diisidengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau cabungan Partai Politik
4. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).

mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank lndonesia pada ta nggal tra nsaksi.
6. Penerimaan Sumbargan Oana Kampanye yang berbentuk barang:

a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Oana Kampanye dengan nilaiRupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.

7. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentukjasa:
a- Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversiiasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.

8. Diisi dengan jumlah penedmaan sumbangan Oana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
9. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dao jasa.
10. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calonl

CAP

2

TOTAL 15



J

a. Diisidengan n6ma Walikota berserta nilai penerimaannya

b. Diisi dengan nama Calon Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya

a. Diisi dengan nama Pa.tai Politik beserta nilai penerimaannya

b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya

12. Diisi deogan iumlah sumbangan Oana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
a. Diisi dengan nama penyumbang
b. Diisi dengan alamat penyumbang
c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (ahif)
d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang
e. Diisi dengan Nomor Pokok Waiib Pajak penyumbang (apabila ada)

13. Oiisi dengan.iumlah Bumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok 6e6uai identitas penyumbahg kelompok.
a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang

b. Dilsidengan alamat kelompok penyumbang

c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan nomor ider*itas pemimpin kelompok
e. Diisi dengao Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok

,l4. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuaiidentitas penyumbang badan hukum swasta.
a. Dii6idengao nama badan hukum $vasta penyumbang
b. Diisi dengan alamat penyumbang
c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (akti0
d. Oiisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta

15. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
16. Untuk Gabungan PartaiPolitik ditandatangEni oleh Gabungan PadaiPolitik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon'pilih salah satu



LOGO PASANGAN
CALON

Pada hari

Nama

Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANGPIHAK LAIN PERSEORANGAN
OANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2OI8

NOMOR:

tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:

TempaUtanggal lahir

Umur

Alamat

Nomor telepon/telepon
genggam aKif
Nomor ldentitas
Nomor NPWP (apabila ada)

Pekerjaan
Alamat Pekerjaan

Jumlah Sumbangan
AsalPerolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumberdana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018

NOMOR:

Nama Kelompok
Alamat Kelompok
Nomor ldentitas pimpinan
kelompok
Nomor Telepon/Telepon
Genggam (aktif)
Nomor NPWP
Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Padahari-tanggal-yangbertandatangandibawahini:



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2O'8

NOMOR

Pada hari _ tanggal

Nama badan hukum swasta

yang berlanda tangan di bawah ini :

Alamat badan hukum
swasta
Nomor Akte pendirian
Nomor NPWP badan hukum
swasta

Nama Direksi
Alamat Direksi
Nomor Telepon/Telepon
Genggam Aktif
Nama Pemegang Saham
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;

3. sumberdana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



MODEL LADKI-
PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
NAMA KOTA 1

NAMAPASANGAN CALON 2

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode_s/d

Tanggal Pembukaan Rekening
Nama Bank

Nomor Rekening

5

5

Nomor Uraian Rp Unit Keterangan

A. Penerimaanz

1 Pasangan Calona

2. Sumbangan Pihak Lain Perseorangans

3. Sumbangan Pihak Lain Kelompokro

4. Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swastarr

5. Lain-Lain Komitmenrz

B Pengeluaran 13

1 Pengeluaran Operasi

a. Pertemuan terbatasra

b. Pertemuan tatap mukars

c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan

media massa elektronikre

d. Pembuatan desain alat peraga kampanyerz

e. Penyebaran bahan kampanye kepada

UmUmlE

f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan

Kampanye dan peraturan perundang-undanganrs

g. LainJainzo

2. Pengeluaran Modalzr

a. PembelianKendaraanzz

b. Pembel ianPeralatanzo

c. Lain-lainzr

3. Pengeluaran Lain-Laines

a. PemberianPiutangzo

b. PembayaranUtangzz

c. SALDO PER zs

4



Nomor Uraian Rp Unit

Kas di Rekening Khususzs

Kas di 30

Barangrr

Tagihan kepada 32

IIII

IIIIIIIIII

2

Keterangan

Uta

CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA

trd.

-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon
1, Diisi nama Kota lempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

4. Diisi dengan tanggal saal membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di bank.

5. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekoning Khusus Dana Kampanye

6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penotapan Pasangan Calon oleh KPU.

8. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain

perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye

Pemilihan yang drlaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.

10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak

lainkelompok, seperti kelompok organisasi nonpemerintah, kelompok organisasi sosial,

kelompok keagamaan dll.

11. Diisi dengan iumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain

badan hukum swasta.

12. Diisi dengan jumlah uang/barangijasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan

kepada pihak lain tersebut.

13. Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penelapan Pasangan Calon oleh KPU.

14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi

transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor,

transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat

terbatas.

15. Diisi dengan iumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap

muka dan dialog. Meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,

foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait

dengan aktivitas perlemuan tatap muka.

16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan

media massa cetak dan/atau media massa elektronik.

ttd



17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat
peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang
Kampanye.

18. Diisi dengan.iumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan

bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada

Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
'19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak

melanggar larangan Kampanye pemilihan antara lain seperti rapat umum yang dibatasi,

kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan

santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun),

dan kampanye melalur media sosial.

20. Diisi dengan .iumlah pengeluaran selain kegiatan perlemuan terbatas, pertemuan tatap muka,
pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan Kampanye,

dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan

perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.

21. Pengeluaran modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva

tetap.

22. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan

tersebut berdasarkan harga pasar.

23, Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan

tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-

lain.

24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralaian

berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.

25
26
27

28
,o

30

Diisi dengan Jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.

Dlisi dengan iumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.

Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal penetapan

Pasangan Calon oleh KPU.

Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanyo

beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).

31. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal

penetapan Pasangan Calon oleh KPU).

32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal penetapan

Pasangan Calon oleh KPU.

33. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/.iasa per tanggal penetapan Pasangan Calon

oleh KPU.

34. Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon

walikota dan wakil walikota.



MODEL LADK2.
PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN CALON

CALON WALIKOTA

ttd.

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL WALIKOTA

rtd.

-Nama Lengkap

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

Diisi nama Kota lempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
Diisi dengan nomor urul kegialan.
Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya
Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa: a.

Pengeluaran Operssi

1

2

4

6
7

KeleranganllNo. a Bentuk AktivitasT Klasifikasi Pengeluaran roTanggal5 Bukli Pengeluaran6

31oc

Jumlah Kas (Rp)8 Jumlah Non Kas

(Unit)e 'l1aa 21abIIII

II

PEMILIHAN WALIKOTA OAN WAKIL WALIKOTA
NAMAKOTA t

NAMA PASANGAN CALON 2

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE 

-S/D - 

.

cap



2

8

lerkait dengan aktivitas rapat terbatas.

lerkait dengan aktivitas tatap muka.
3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa celak dan media massa eleklronik mencakup lransaksi anlara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media

massa €leklronik.
4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup lransaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur

lentang Kampanye.
5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan

Calon, anlara lain biaya bahan Kampanye berpa pakaian, penutup kepala, alai minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, pawng dan/atau stiker paling besar ukuren 10 cm x 5 cm,
sesuai Peraturan KPU yang mengatur tenlang Kampanye.

musik), kegiatan olah raga (gerak ialan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, pedombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial

kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
b. Pengeluaran Modal

1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersBbut berdasarkan harga pasar.

inventaris dan lainlain.
c. Pengeluaran lainlain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.

system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
Kolom Klasitikasi Pengeluaran diisi dengan :

a. Cek list pada kolom 1 apabila pengaluaran berasalderi pengeluaran operasi.
b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasaldari modal.
c. Cek list Pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
Pada Kolom Keterangan diisi d6ngan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
Kelerangan tambahan:
a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.

b. Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

I

10

11

12



LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA-
NAMA KOTA _r

NAMA PASANGAN CALON
OAFTAR SALDO DANA KAMPANYE

Periode s/d 3

CALON WALIKOTA

ttd

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL WALIKOTA

ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon
1. Oiisi dengan nama Kola lempat Pasangan calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Oiisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
4. Oiisi dengan nomor urul.
5. Oiisi dongan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan saldo akhir periode tutup buku.

dengan kurs tengah Bank lndonesia pada tanggal transaksi.

rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebul berdasarkan harga pasar.
8. Pada kolom Keterangan diisidengan hel-hal lain yang pertu dijelaskan.
9. Keterangantambahan;

Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Cslon Walikota dan Wakil Walikota

JUMLAH KAS (Rp)o JUMIAH NON KAS (UnithNOa URAIANs

l---===-=ll nooer r,
ll penseonr

KETERANGANg



MODEL LADK4,
PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
NAMA KOTA

NAMA PASANGAN CALON
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

TANGGAL_S/D

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

Alamat
Nomor ldentitas

Jabatan Calon Walikota

2. Nama

Alamat
Nomor ldentitas

Jabatan Calon WakilWalikota

adalah Pasangan Calon Walikota dan Walikota Serang

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Walikota dan Walikota periode tanggal
sampai

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan

Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun

dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan

telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI _) berdasarkan bukti-
bukti dan atau fakta yang sebenarnya.

4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran

dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan

peru ndan g-u ndan gan yang berlaku, termasu k kewaj i ban perpajakan



2

yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah

disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mem pertan gg u ngjawabkan nya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON

WALIKOTA

ttd.

-Nama Lengkap-

Keteranqan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab inidisusun oleh Pasangan Calon

CALON

WAKIL WALIKOTA

ttd.

-Nama Lengkap-



MODEL LADK5.
PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NAMAKOTA 1

PASANGAN CALON 2

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PERIODE 

-s/d- 

3

NO
ASAL SUMBANGAN
DANA KAMPANYE

BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE
JUMLAH
(Rp)'

8

KETERANGAN
A

UANG 
.

anRnNc 
u

JASA 
U

(Rp.) (Rp.)M (Unit) "" (Rp )* (Bentuk) bo

1 Pasangan Calong

a. Nama Calon Walikotae"

b. Nama Calon Wakil Walikota*

2. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan -

a. Nama Penyumbang 
lo"

Alamat Penyumbang
10b

No. Telp Penyumbang 
lft:

No. ldentitas Penyumbang 
1m:

No.

NPWP Penyumbang
10e

b. dst.

3. liumDangan Prnak Larn Kelompok

a. Nama Kelompok 
11a

Alamat Kelompok "o:...

No. Telp Kelompok
11c

No. ldentitas pimpinan kelompok 
1ld

No. NHflP pimpinan Kelompok
't 1e

14



2

b. dst.

4. Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swauta 
12

a. Nama Badan Hukum swreta 
12u

Alamat Badan Hukum Swasta 
12b 

:..

No. Telp Badan Hukum Swasta
12c

No. ldentitas Badan Hukum swasta 
12d

No. Nn lP Badan Hukum swasta 
12"

b. d.

TOTAL TOTAL 
13

TOTAL 
13

TOTAL 
13

TOTAL
13

Calon Walikota

ttd.

-Nama Longkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan Nama Kota ternpat Pemilihan berlangsung

2 Diisi dengan nama Pasangan Calon Persoorangan

3, Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (period€ sampai dengan tanggal p€netapan Pasangan Calon oleh KPU).

4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapet mata uang lain, rnaka disajikan dalam bentuk

konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank lndonesia Fda tanggal transaksi.

5. Penerimaan Sumhangan Dana Kampanye yang berbentuk barang:

a- Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampenye dengan nilai Rupiah yang merupakan hail konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.

b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa hrang yang diterima.

6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang b€rbentukjasa:

a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Ru5iah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.

b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.

7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hcil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)

8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.

9. Penerimaan yang b€raSal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon;

a. Diisi dengan nama Calon Walikota bersorta nilai penerimaannya

b. Diisi dengan nama Calon Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya

10. Diisi denganjumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sJmbangan pihak lain percieorangan.

a. Diisi dangan nama penyumbang

b. Diisi dgngan alamat p€nyumbang

Calon Wakil Walikota

ttd.
-Nama Lengkap



.,

11

12

c. Oiisi dengan nomort€lepon p€nyumbang yang dapat dihubungl(aKio

d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang

6. Diisidengan Nomor PokokWajib Pajak penyumbang (apabila ada)

Oiisi dengan jumlah sumbangan Dana lGmpanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok. a.Diisi dengan

nama kelompok Penyumbang

b. DiBidengan alamat kelompok penyumbang

c. Diisi dengan nomortelopon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi(aKif)

d. Diisi dsngan nomor id€ntitas pemimpin kelompok

e. Diisidengan Nomor PokokWajib Pajak pemimpin kelompok

Diisidengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badah hukum swasla sesuei identitas penyumbang badan hukum s\Mesta

a. Diisidengan nama badan hukum swasta penyumbang

b. Diisi dengan alamat badan hukum swasta ponyumbang

c. Diisidengan nomortelepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi(aKif)

d. Diisi dengan nomor identitas pgnyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.

e. Diisi dengan Nornor Pokokwajib Pajak badan hukum swada

Diisi dengan totat kesoluruhan ponerimaan sumbangan Dana Kampany€ yang diterima Pasangan Calon

Ditandstanganl oleh Pasangan Calon Walikota

13

14



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
TempaUtanggal lahir

Umur

Alamat

Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nomor ldentitas
Nomor NPWP (apabila ada)
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kamitidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kamitidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal daritindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

NOMOR:



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018

Pada hari _ tanggal

Nama Kelompok
Alamat Kelompok
Nomor ldentitas pimpinan
kelompok
Nomor telepon/telepon
Genggam (aKi0
Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

yang bertanda tangan di bawah ini :

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pa.iak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;

3. sumberdana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

NoMoR i 

-



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon:

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018

Pada hari ..., tanggal....................

Nama badan hukum swasta :

Alamat badan hukum swasta :

yang bertanda tangan di bawah ini

Nomor Akle pendirian

Nomor NPWP Badan hukum swasta
Nama Direksi
Alamat Direksi

Nomor telepon/telepon genggam aktif
Nama Pemegang Saham Mayoritas
Alamat Pemegang Saham Mayoritas

Jumlah Sumbangan
Asal perolehan dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

'1 . Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan Pailit atau dinyatakan pailit;

3. Sumber dana tidak berasal dari tindak pindana; dan
4. Sumbangan bersifat tidak mengikat;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan

sebagaimana mestinya.

Penyumbang

Trd



Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 09 Oktober 2017

KOMISI PEMILIHAI{ UMT'IU
KOTA SERANG

ttd
HERI trIAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

bag Hukum

w



A.

B.

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
NOMOR : 584/HK.03. 1-KpU3673/KPU-Kora/X201 7

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA IGMPANYE DAI-AM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK

Formulir Model : Laporan Penerimaan sumbangan Dana Kampanye
LPSDK1 - PARPOL Kepada Pasangan Calon;
Lampiran Formulir : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
Model LPSDKI-
PARPOL
Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas l,aporan
LPSDK2-PARPOL Penerimaan Sumbangan Dana Kempanye;
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak I"ain Perseorangan;

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak l"ain Badan Hukum Swasta.

1. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
LPSDKl-Perseorangan Kampanye;

2. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan
LPSDK2-Perseorangan PenerimaanSumbanganDanaKampanye;

3. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;

4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak l"ain Kelompok;

5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak tain Badan Hukum Swasta.

1

2.

3.

4.

5.

6.

UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

JEITIS FORMULIR LIIPORAIT PEITERIMAAIT SUMBAITGAIS DAITA KAMPAIYYE
PESIRTA PEMILIHAIT WALIITOTA DAI$ WAXIL WALIKOTA TATII'I 2OIA



LOGO PARPOUGABUNGAN

PARTAI POLITII(GABUNGAN PARTAI POLITIK
DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA

NAMA KOTA 2

LAPORAN PENERIMAAN SUMBAIMEANA KAMPANYE
KEPADA PAgANGAN CALON

Periode tanggal _ sampai

3

FORMULIR MOOEL

LPSDKl.PARPOL

Jumlah Sumbangan 7 Bentuk Sumbangan 8
No.5 I anggal"

(Rp) Unit Tunai Baranq Jasa
Asalsumbangang

Nomor Rekening
Penyumbangru

Nomor Rekening
Penerimal l Buktil2 Keleranganl3

I-IIIIIIIIrrII
ITIIrITIIIITIIIIIIIIIIIIIIII

IIIrIIIIIrI

I III

II

III

Kelua Parporcebungan Parpol

C.lon Wallkota
ttd.

-Nama Lengkap-

Calon WakilWalikota

-Name Lengkap-

Bendahara Parpoycabungan Parpol

Keterangan

Laporan inidisusun oleh Partai Politik atau cabungan partai politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan partai politik penguBung pasangah Calo

fld.
-Nama LengkaP -Nam6 L6ngkap-

ttd

L

cap



2

2.
3.
4.

DlLl (bngBn naha Koh t mp.t P.mllih.h be&ng6un0
DihidenoEn nama P6.nqan Calon yang diusuog Part i Pottdt/GrbuIgr. Partai potitl

sGb.gaiman. 6tet pkrh d.lah Perat an KPU lEntang tah€pan, program dan lad{rt )
Diisi d6o0Fn nomo. un
Diiai dsngan tanggd pembenan sumbangan Dam Krmpa.y.
Olbl dangan jumlah sumbaogan yarq dltsim,
.- Dii6i &ngan Juml.h Sumb.ngad D.na K.mpanye ftlam bertuk uang/n+i.h (t rmasut sumbang.n dalsm bcnul b.r.nMasa yang lehh dilonvel.t t6 rlahm rupi.h !€ .i

den{an harsE pa.ar)
b. Dlbl dengan JumLh Sumbangrn Drna K.mpany€ dlhm bcntuk Bal6ng

8. Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima
a. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa uang tunai
b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa barang
c. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa

9. Diisi dengan asal sumbangan/pemberi sumbangan
10. Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
11. Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan (sumbangan tunai)
12. Diisi dengan bukti sumbangan (bukti transfer, nota barang, dll)
13. Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye
14. Untuk Pemilihan Walikota dan Wakll Walikota, Laporan tingkat ditandatangani oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
15. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon.

5.
6.
7.



IPGO PANFOI,/CAEXOAT
PANFOI,

LAMPIRAN FORMULIR MODEL

LPSDKl-PARPOL

PARTAI POLITIruGABUNGAN PARPOL

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA

NAMAKOTA 2

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON

PERTODE .........yd.......... 4

3

NO
ASAL SUMBANGAN
DANA KAMPANYE

BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE
JUMLAH
(Rp.) "

I
KETERANGANuANe 

t gRRaNc' JASA
(RD.) (Rp.) 

*
(Unit) oo

(Rp.) '' (Bentuk) /o

1 Pasangan calonlo

a. Nama Calon Walikota

2.

Padai Politik

Partai

3. Pihak Lain Perseorangan

a.
. 1ze

Nama Penyumbang

Alamat Penyumb"ng 
12b,

No. ldentitas Penyumbang No.

NPWP
12e

b. dst.

4.

Nama Kelompok 
lfr

a.

Alamat Kelompok 
13b:

No. Telp Kelompok

11
sumoangan HtnaK Latn KelompoK



2

No. ldentitas pimpinan kelompok 
ls

No. NRNP Fimpinan Kelompok 
13

b. dst.

5. Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 
t4

a. Nama Badan Hukum Sraasta 14a

Alarnat Badan Hukum swasia 
14b:.

No. Telp Badan Hukum Suasta 14c : ..............

No. ldentitas Badan Hukum Swasta 
14

No. NB/VP Badan Hukum Srlrasta 14e

b. dst.

TOTAL TOTAL 
15

TOTAL 
15

TOTAL 
15

TOTAL 
15

Calon \Alalikota
ttd.

-Nama Lengkap

Ketua ParpollGabungan Parpol

Calon WakilWalikda
ttd.

-Nama Lengkap

Bendahara Parpol/Gabungan Parpol
ttd.

-Nama Lengkap

ttd.

-Nama Lengkap

t potu hi d.uu oLh Prt.l Politk .tr! G.br.g.n P.rbi P.liik
1.oiai.Lia.nEmP.ll.lPoatik.buc.binq.nP. i Pohr P.lvurrl! t erE{ Cdon
2, Dlal.tiam Em K.t brD.t Pftilh.h b.t.lllirs
3 Oibl d.nCm mm P.-ng.n C.bn yil! di@iC P.rbi Potitj* .bu G.hrgs P-t i Potitik

a. Dturr.*r p.ri.<L L.pnn Pnrim.n s'mh.r!- O.,r KfnFrr. (Fricb 1 (nt ) h.i Bbhh LArX di-mFlLh.hFi d.n!.n r lEd rbrm p.Iy F.i.n r.ponn LPSD(*.I d.E h 1.d6t..6.cdtn
dbt !'L. &lM P.nt .. KPU t ntnC t hp5n, pEgEm &n i!tmt),

5 Uli rhng.n hl D.ci[.n Mb1tfi hE rsry.nF y.ia bauF ur! ddm bmt]t mb u.ng Rqi.h, Ap.til. b(t!.t mh @nC t.in n.t . dirdk n &t m b.n&k
l!{Ma r.t Eng br!.6ut h &lr mt E|E Rr4i.h 6n9.. hEi.og.h A..l hdoBr. Fd! bnEC t dki.

6. Fsr.nmd Snhne.n Drm xlmFny. y.rt b..tetul b.[rEl
.. Olal dsr.n}mbn p.md@n Mb.n!.n 0.n. xmFnF (bl!.n dl.i Ruri.h,r! rnn+rtn rst bMi b.u, k d.hm nh| Rud.h bfthdk n h.r!. p.d-
h Dial dal.nl4nhh itrn hit rmbrts b.rup. b.orE y.no dEiD.

Z P.n{i,mn Aumb.id.n D.m Knp.ny. yrl! b.rb.nt*F-:



J

8.

9.

10

a. Diigi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang me.upakan hasil konversijasa ke dalam nilai Rupiah berdasa*an harga pasar.

b. Oiisidengan bentuk sumbsngan berupa jasa yang diterima.

Diisi denganjumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)

Oiisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, sepeili rincian jumlah unit pada kotom barang dan jasa.

Penerimaan yang berasaldari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:

a. Diisidengan nama Calon Walikota beaserh nilai penerimaannya

b. Diisidengan nama Calon WakilWalikota beserta nilai penerjmaannya

a. Dii6idengan nama Partai Poltik beserta nilai penerimaannya

b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.

a. Oiisi dengan nama penyumbang

b. Diisi dengan alamat penyumbang

c. Oiisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktiD

d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang

e. Diisidengan Nomor PokokWaiib Pajak penyumbang (apabila ada)

Diisi dengan jumlah sumbangan DanaKampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok. a.Diisi

dengan nama kelompok penyumbang

b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang

c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (akliD

d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok

e. Diisi dengan Nomor Pokok Waiib Paiak pemimpin kelompok

Diisidengan sumbangan Dana Kampanye yang berasaldari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.

a. Diisi dengan nama badan hukum s\rrasta penyumbang

b. Diisidengan alamat penyumbang

c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aKi0

d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat be.upa aKe pendirian bsdan hukum swasta.

e, Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta

Diisidengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Oana Kampanye yang diterima Pasangan Calon

Untuk Pemillhan Walikota dan Wakil Walikota, Laporan tingkat ditandatangani oleh Pasangan Calon Walikota dan WakilWalikota.

Untuk Gabungao Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politk pengusung Pasangan cabn dan cap Pasangan calon 'pilih
salah satu

11

12.

13

14.

15

16

17



If,ODEL LPSDK2.
PARPOL

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
NAMA KOTA

NAMA PASANGAN CALON

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

TANGGAL S/D

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama

Alamat
Nomor ldentitas

Jabatan : Calon Walikota

2. Nama

Alamat
Nomor ldentitas
Jabatan : Calon Wakil Walikota

3. Nama

Alamat
Nomor ldentitas

Jabatan

4. Nama

Alamat
Nomor ldentitas

Jabatan

Ketua Partai PolitiUGabungan Partai Politik

Bendahara Partai PolitiUGabungan Partai Politik

adalah Pasangan Calon Walikota dan Walikota serta Ketua Partai Politiucabungan Partai

Politik dan Bendahara Partai PolitiUGabungan Partai Politik

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Walikota dan Wakil

Walikota Serang periode tanggal _ sampai _



)

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan

Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _ Tahun

_ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan

diungkapkan secara lengkap (KECUALI ) berdasarkan buKi-bukti dan atau fakta
yang sebenarnya.

4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran

dipergunakan" bukan dariiuntuk lindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada

transaksi pengeluarann yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah

disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk

mem pertanggu ngjawabkan nya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya

CALON WALIKOTA- CALON WAKIL WALIKOTA

KETUA PARPOL/GABUNGAN PARPOL BENDAHARA PARPOUGABUNGAN PARPOL

ttd.

-Nama Lengkap-

ttd.

-Nama LengkaP

ttd.

-Nama Lengkap

ttd.

-Nama Lengkap-

Keteranoan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon dan Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik
*) Coret yang tidak perlu



Pada hari

Nama

Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018

tanggal yang bertanda tangan di bawah ini

Tempautanggal lahir

Umur

Alamat

Nomor telepon/telepon
genggam aKif
Nomor ldentitas
Nomor NPWP (apabila ada)

Pekerjaan
Alamat Pekerjaan

Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;

3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian sural pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap

LOGO PASANGAN
CALON

NOMOR:_



LOGO PASANGAN
CALON

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANGPIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018

NOMOR:

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Kelompok
Alamat Kelompok
Nomor ldentitas pimpinan
kelompok
Nomor teleponltelepon
genggam (aktif)
Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kamitidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal daritindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Nama Pasangan Calon :



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018

NOMOR:

Pada hari _ tanggal

Nama badan hukum swasta

yang bertanda tangan di bawah ini :

Alamat badan hukum
swasta
Nomor Akte pendirian
Nomor NPWP badan hukum
swasta

Nama Direksi
Alamat Direksi
Nomor telepon^elepon
genggam aktif
Nama Pemegang Saham
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;

3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



MODEL LPSDKI-
PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN CALON

PEMI LI HAN WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA"

NAMAKOTA 1

PASANGAN CALON

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PERIODE .........s/d.......... 
3

NO DANA KAMPANYE

BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE
JUMLAH
(Rp.)' KETERANGANueNc o BARaNG 

t lese'
(Rp.) (Rp.) ou (Unit) o" (Rp.) "" (Bentuk) ""

1 Pasangan Calon
I

9aa. Nama Calon Walikota'

b. Nama Calon Wakil Walikotaeb

2. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ''
a. Nama Penyumbang

10a

Alamat Penyumbang
10b.

No. Telp Penyumbang
10c.

No. ldentitas Penyumbang

No NPI/VP P"nrrrnb"nn 1&

b, dst.

J, Sumbangan Pihak Lain Kelompok ''
a. Nama Kelompok 

11a

Alamat Kelompok
I 1b.

No. Telp Kelompok 
1lc

No. ldentitas pimpinan kelompok 
11d

No. NruVP pimpinan Kelompok 
11e

ASAL SUMBANGAN

1 0d.



b. dst.

4. Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 12

a. Nama Badan Hukum Swasta 12a

Alamat Badan Hukum Swasta 12b :... No.

Telp Badan Hukum Swasta 12c

No. ldentitas Badan Hukum Swasta 12d: ...... No.

NPWP Badan Hukum Swasta 12e

b. dst.

TOTAL TOTAL
13

TOTAL 
13

TOTAL 
13

TOTAL
13

Calon Walikota

ttd.

-Nama Lengkap-

Calon Wakil Walikota

ttd.
-Nama LengkaP

LEpoEn inidBGun ol.i P&.ng.n Crlon
1. OiLi d.n0.n Nam€ Kob te.fipn P.milihar b.dan$ung
2 Olbid.ngar nam. Pa..hgr. Cabn P€E.orangan

P.r.lurln KPU lnEng a.hapan, plolEm dan jadwEl).

4, Oli.l dauan @l p.n6dmen $mb.ngao D.n. Klmp.ny€ yanq b6rupa oang d€l.m b.ntut m.ia u.ng Ruplah. Apabla i.dapst d!.ta uang bin, mar, dbajikgn d.lam b€ntuk

korv€Bi m.b uang t r..bllt k. &lam m*. uang Rupiah dqrgah hrrB t rgah Bank lndo.6i. p.da tanggal tranek3i.

5. P.n.rirman sumbangan oana r€mp€nye yang b.t.nhrk b.Brg :

.. Oii.i ddgln jumbh p.n..lniaan su$bsngan Dlnr l.\afiFqF d€ngan nilai Rupiah yang metupak n hasil koN4li baEng k dalam nibi Rupiah b.d*rk n harga pa.ar.

b. Dil.l d€ng.h jumhh 3.tu.n unit Bumbangan b.ruP8 b.r.og y.ng dltdlma.
6. P diml.n Sumban!.n Dana K6mp.ny6 y.ns bolb6ntlkjei :

€. Dihi d.ngan jumbh Fn..nn .n 8uflb.nlln Dlna KamFny€ d€n!.h nllai Rupi€h yan! m6rup6k r hasil konm* i.s ke dalam nilai Rupl.h benlasrkan h4g. pa6ar

b. Di-ai d€ng.n b€ntuk $mb6ng.n bep. jaa yang dit*im.
7. Dli.i d6ng.n jumbh peMi'lE.n .umbanEln Osn. f€mpan]€ d€ngln nihi Rupiah lm€rupokan hfill penjumhhan tiap baris pada kolofi 4 + 5a + 6.)
8. Ditideng.n h.rhrl l.ln y.n! p.nu dll.l.3k n, t€pstldndaniml.h 

']nft 
pa& kdom baEng d.nias.

9. Pn.dm..n ylng b6lat3l dad Pa.angan calon y.ng sun$.r .l.n.iy. b...s.l dla h.n! k kaysar pdb.dt F,...ngan C.lon:
.. Diki ddg.n nma c.lon Wllllot !6r6*tl n{.i p*6nmaanhya

b. Dllsl d..gan naha Calon Wakil W.likota ben. nil.i p.n.drnr.nnye

10. DliC d.nE.njuml.h !'mbqng.n Dan K.mpanyeyEng b€6eld.ri srmDang.n pihaklain Frs.ohnq.n,
a. Oll.i d€ngan n.ma p.nyqnbsng



b. Diisi dengan alamat penyumbang

c. Diisi dengan nomortelepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang

e. Diisi dengan Nomor PokokWajib Pajak penyumbang

11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok. a.Diisi dengan

nama kelompok penyumbang

b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang

c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aKif)

d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok

12. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.

a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang

b. Diisi dengan alamat penyumbang

c. Diisi dengan nomortelepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa aKe pendirian badan hukum swasta

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta

13 Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon

14 Ditandatangani oleh Pasangan Calon Walikota



MODEL LPSDK2.
PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN

CALON

NAMA PASANGAN CALON

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
TANGGAL SID

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

Alamat
Nomor ldentitas

Jabatan Calon Walikota

2. Nama

AIamat

Nomor ldentitas

Jabatan Calon WakilWalikota

adalah Pasangan Calon Walikota dan WakilWalikota

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Walikota dan
Walikota*(nama daerah pemilihan) _ periode tanggal sampai

M ENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan

Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun

dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan
diungkapkan secara lengkap (KECUALI _) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta
yang sebenarnya.

4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran

dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
NAMA KOTA



peraluran perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang
melekal pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah
disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempertan gg ungjawabkan nya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya

CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA

cap

Ttd

-Nama Lengkap-

ttd

-Nama Lengkap-

Keteranqan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon *)

Coret yang tidak perlu



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA oAIiI WAKIL WALIKoTA TAHUN 2O{8

NOMOR:

Pada hari _ tanggal

Nama
Tempautanggal lahir
Umur

Alamat

Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nomor ldentitas
Nomor NPWP (apabila ada)
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan

Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

yang bertanda tangan di bawah ini :

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak,
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

NOMOR:

Pada hari _ tanggal

Nama Kelompok
Alamat Kelompok
Nomor ldentitas pimpinan
kelompok
Nomor telepon/telepon
genggam (aktio
Nomor NPWP
Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

yang bertanda tangan di bawah ini

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama LengkaP

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PEITIYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018

NOMOR

Pada hari tanggal.

Nama badan hukum swasta
Alamat badan hukum swasta

....... yang bertanda tangan di bawah ini

Nomor Akte pendirian
Nomor NPWP Badan hukum swasta
Nama Direksi
Alamat Direksi

Nomor telepon/telepon genggam aktif
Nama Pemegang Saham Mayoritas
Alamat Pemegang Saham Mayoritas

Jumlah Sumbangan
Asal perolehan dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kamitidak dalam keadaan Pailit atau dinyatakan pailit;

3. Sumber dana tidak berasal daritindak pindana; dan
4. Sumbangan bersifat tidak mengikat;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Ttd

Penyumbang



Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 09 Oktober 2017

KOMISI PEMILIIIAIT I'MUM
KOTA SERANG

ttd
HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasu Hukum

*

EI



LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
NOMOR : 584/HK.03. 1-KpU3673/KPU-KotaD(201 7

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

JEIIIS FORUITLIR LAPORAII PEITERIMAAIT DAIrt PEIICTELUARAII DAIIA KAMPAIYYE
PESIRIA PEUILIHAIT WALIKOTA DAIT WAKIL WALIKOTA

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK

1 Formulir Model LPPDKI- PARPOL : Asersi atas l.aporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye;

2 Forrnulir Model LPPDK2- PARPOL : I"aporan Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye;

3 Formulir Model LPPDK3- PARPOL : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana
Kampanye;

4 Formulir Model LPPDK4- PARPOL : Daftar Saldo Dana Kampanye;
5 Formulir Model LPPDKS- PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

Kampanye Kepada Pasangan calon
6 l,ampiran For:nulir Model

LPPDKS- PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye;

7 Surat Pernyataan Penyumbang Pihak lain Perseorangan;

8 Surat Pernyataan Penyumbang Pihak lain Perseorangan;

9 Surat Pernyataan Penyumbang Pihak I"ain Badan hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CAI,ON PERSEORANGAN

1. Formulir Model LPPDKI- : Asersi atas Ia.poran Penerimaan dan

Perorangan Pengeluaran Dana Kampanye;

2. Formulir Model LPPDK2- : Ia.poran Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Perorangan

3. Formulir Model LPPDK3- : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;

Perorangan

4. Formulir Model LPPDK4- : Daftar Saldo Dana Kampanye;

Perorangan

5. Pormulir Model LPPDKS- PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana

Kampanye

6. Surat Pernyataan Pen;rumbang Pihak lain Perseorangan;

7. Surat Pernyataan Pen5rumbang Pihak lain Perseorangan;

8. Surat Pernyataan Pen5rumbang Pihak I"ain Badan hukum Swasta.



Model LPPDKI-
PARPOL

ASERSI ATAS LAPORAIT PEITERIMAAIT DAIT PEITGELUARAITI DAIIA KAMPAITYE
PASAITGAIT CALOIY YAIVG DIUSULKAIT OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUITGAIT PARTN

POLITIK PAI)A PEMILIHAIT WALIKOTA DAIT WAITIL U'ALIKOTA TAHT'TY 2018

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :

Alamat :

Alamat domisili :

Jabatan : Calon Walikota Serang

adalah Calon Wa]ikota, dan

2. Nama
Alamat
Alamat domisili
Jabatan : Calon Wakil Walikota Serang

adalah Calon Wakil Walikota,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor

Tahun tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor Tahun tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota, sebagai berikut:

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAI\T TERKAIT
PATUH
I TtDAt<
PATUH

1 2 3 4 5

A UMUM

1 Cakupan

laporan

Kami melaporkan LPPDK (paling

lambat t hari sejak beralhirnya masa

kampanye paling lambat pukul 18.00

waktu setempat) Kepada KPU Kota

Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota LPPDK dilengkapi dengan :

a. Formulir Model LPPDKI-PARPOL;

b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL;

c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL;

d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL;

e. Formulir Model LPPDKS-PARPOL;

f. Lampiran Formulir Model

LPPDK5-PARPOL;

g. Surat pernyataan penyumbang

pihak lain perseorangan;

1. Undang-undang

Nomor ... Tahun .....
tentang Pemilihan

Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati

dan/atau Walikota

dan Wakit Walikota;

dan

2. Peraturan Komisi

Pemilhan Umum

Nomor Tahun

Tentang

Dana Kampanye
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NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERI{AIT
PATUH
/ TIDAK
PATUH

I 2 3 4 5

h. Surat pernyataan penyrrmbang

pihak lain kelompok;

i. Surat pernyataan penyumbang

pihak lain badan usaha;

j. Copy buktiTagihan/Utang;

k. Bukti-bukti Transaksi

Penerimaan dan Transaksi

Pengeluaran; dan

l. Pembukuan Dana Kampanye

Pihak Lain.

Dilampiri dengan :

a. LADK Pasangan Calon

yang dilengkapi dengan :

i) Formulir Model LPPDKl-PARPOL;

2l Formulir Model LPPDK2-PARPOL;

3) Formulir Model LPPDK3-PARPOL;

4) Formulir Model LPPDK4-PARPOL;

5) Formulir Model LPPDKS-PARPOL;

6) Lampiran Formulir Model

LPPDKS-PARPOL;

b. Laporan Penerimaan Sumbangan

Dana Kampanye yang dilengkapi

dengan:

1) Formulir Model LPPDKI-PARPOL;

2l Lampiran formulir Model

LPPDKl-PARPOL;

3) Formulir Model LPSDK2-

PARPOL;

Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau

Walikota dn Wakil

Walikota;

2 Periode

Pencatatan

dan

Pelaporan

Kami melakukan Pencatatan

Penerimaan dan Pengeluaran Dana

kampanye di mulai sejak Pembukaan

Rekening khusus Dana Kampanye dan

ditutup pada saat masa Kampanye

berakhir.



UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT
PATUH /
TIDAI(
PATUH

NO HAL

1 2 3 4 5

B PENERIMAAIT DAI{ PENGELUARAN

DANA I{AMPAITTE PEMILU

3 RDKP Kami menempatkan Dana Kampanye

berupa uang, pada Rekening Khusus

Dana Kampanye yang dibuka oleh

Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik yang mengusulkan Kami atas

nama Kami pada Bartk

4 Batasan

Maksimum

Sumbangan

Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik yang mengusulkan Kami

mematuhi jumlah penerimaan

sumbangan (mencakup uang, barang,

dan/atau jasa yang konversikan

dengan nilai uang, termasuk hutang

dan diskon pembelian barang atau jasa

yang melebihi batas kewajaran

transaksi jual beli seca-ra umum) yang

dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan

LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah

ini;

a) Rp. 750 Juta untuk sumbangan

dari Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik;

b) Rp. 75 Juta untuk penyumbang

perorangan; dan

c) Rp. 750 Juta untuk penyumbang

kelompok dan/atau badan usaha

swasta

Kami mematuhi pembatasan

pengeluaran Dana Kampanye

berdasarkan berdasarkan KPU Kota

untuk Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota

5 Batasan

Pengeluaran

Dana

Kampanye

Ketepatann

Waktu

Pelaporan

LADK ke KPU

Kami mematuhi penyerahan LADK

sesuai dengan waktu yang telah

ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum

masa kampanye paling lambat pukul

18.00 waktu setempat.

6

Ketepatann

Waktu

Pelaporan

LPSDK ke

KPU

-5-

Kami mematuhi penyerahan LPSDK

sesuai dengan jadwal sebagaimana

ditetapkan dalam Peraturan KPU

tentang tahapan, program dan jadwal

disampaikan kepada KPU Kota paling
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NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERI(AIT
PATUH /
TIDAK
PATUH

I 2 3 4 5

lambat pukul 18.00 waktu setempat

Ketetapan

Waktu setor

ke kas

negara

Apabila terdapat Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik yang

mengusulkan Kami menerima

sumbangan yang dilarang maka Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik

mematuhi ketentuan sebagai berikut:

Dilarang menggunakan sumbangan

tersebut;

Menyetorkan sumbangan

dilarang ke kas negara; * dan

Melaporkan sumbangan yang dilarang

Apabila terdapat hal diatas Kami

menyerahkan bukti laporan

kepada KPU Kota untuk Pemilihan

Walikota dan bukti Surat Setoran

Penentuan Penerimaan Negara

Bukan Pajak (*SSPNBP*)

yang

*

c LADK DAN LPSDK

7 Periode

Laporan

Penerimaan

dan

Pengeluaran

Kami mematuhi lingkup waktu

pencatatan penerimaan dan

Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu

pencatatan Penerimaan dan

Pengeluaran LADK yang dilaporkan,

dimulai sejak pembukaan Rekening

Khusus Dana Kampanye dan ditutup
pada saat Kami ditetapkan sebagai

peserta Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota.

Kami mematuhi lingkup waktu

pencatatan penerimaan LPSDK yaitu

lingkup waktu pencatatan Penerimaan

yang dilaporkan, Pembukuannya

dimulai 1 (satu) had setelah Kami

ditetapkan sebagai peserta Pemilihan

Walikota dan Wakil Wa]ikota.

8 Pembukaan

RKDKP

Nama Bank

Kami membuka Rekening Ktrusus

Dana Kampanye:

a) Pada bank umum yang

mempunyai perwalilan di Provinsi

d,an/atau kabupaten /kota di

seluruh wilayah Indonesia

b) Atas nama Kami, dan spesimen
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NO HAL UITSUR KEPATUHAN PERATURAN TERI(AIT
PATUH /
TIDAK
PATUH

I 2 3 4 5

tanda tangan dilakukan oleh Kami

dan Partai politik atau Gabungan

Partai Politik yang mengusulkan

Kami;

Catatar:

1) Rekening Khusus Dana Kampanye

terpisah dari rekening pribadi

Kami;

2l Pengelola Rekening Khusus Dana

Kampanye adalah Kami dan Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik

yang mengusulkan Kami.

I Cakupan

LADK

Kami menyusun LADK yang memuat

informasi:

a) Rekening Khusus Dana Kampanye

b) Saldo Awal atau saldo pembukaan;

c) Rincian perhitungan penerimaan

dan pengeluaran yang diperoleh

sebelum pembukaan Rekening

Khusus Dana Kampanye; dan

d) Sumbangan Dana Kampanye

Cakupan

LPSDK

Kami menyusun LPSDK yang memuat

informasi pembukuan yang memuat

seluruh penerimaan yang diterima

Partai Politik atau Gabungal Partai

Politik yang mengusulkan Kami.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

CALON WALIKOTA

CAP
nd.

-Nama lengkap-

Keterangan :

*Pilih salah satu
**Diisi sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku

CALON WAKIL WALIKOTA

trd.

-Nama lengkap-

10



LOGO PASANGAN
CALC'N

PEUILIHAN WALIKOTA DAIY WAITIL WALIKOTA
NAMAKOTA i

NA.}IA PASAITGAN CALON

L./IPORAN PEIYERIMAAIT DAIY PEI{GELUARAIT DANA I(AItrPAITYE
Periode darl tanggal _s/d tanggal 

-e
Noaor Rekeailg Khusus :

Uralan RP Urdt Keterarrga,l
SALDO PERs

Kas di Rekening Khususo
Kas di

Tagihan kepada
Utangro

B. Penerimaal rr

Pasangan Calonrz

2 Pa-rtai Politik dan/atau Gabunga;r Partai Politik
(Total Penerimaan) rs

.) Sumbangan Pihak Lain Perseoranganr+

4 Sumbangan Pihak Lain Kelompokrs

5 Sumbangan Pihak Lain Badaa Hukum Swastaro

6 Lain-Lain Komitmen rz

Pengeluaranra

I Pengeluaran Operasi
a. Pertemuan terbatasre
b. Pertemuan tatap muka2o

c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan
media massa elektronikzr

d. Penyebaran bahan kampanye kepada
umUm22

e. Pembuatan desain alat peraga Kampanyeza

f. Rapat umum24
g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan

Kampanye dan peraturan perundang
undanganzs

h. Lain-lainzo

Pengeluaran Modalzz2

a. Pembeliaa Kendaraan:e
b. Pembelian Peralatanze

c. Lain-lainso

Pengeluaran Lain-Lainsr
a. Pemberian Piutangsa

b. Pembayaran Utalgss

SALDO PER r.rD
Kas di Rekening Kttususss

Kas di so

IIIIIIIIrIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

I

I

IIII IIIIIIIIIIII
III

IIIIIIIIIIIIIIII

MODEL LPPDK2-PARPOL

Nomor
A.

Barange

1.

c.

3.

=

I
,L

tt

I
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Nomor Uralan Rp Unit Keterangan
Barangsz

Tagihan kepada
Utang:e

CALON WALIKOTA

nd.

-Nama lengkap-

CAP

CALON WAKIL WALIKOTA

ttd.

-Nama lengkap-

Keteraagan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan pasangan calon oleh KPU
sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

4. Diisi dengan nomor rekening khusus Dana Kampanye pasangan calon.

5. Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

6. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana
Kampalye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

7. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya fiumlah kas per tanggal penetapan Pasangan
Calon oleh KPU).

8. Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga
pasar $umlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).

L Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal
penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

10. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

11. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan
oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

12. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampalye).

13. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk
pembiayaaa kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai
sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.

15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah,
kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.
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16. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain badan hukum swasta.

17. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan
dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

18. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan
oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto apg, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak
Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copg, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak
Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat
(biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik
mencakup transaksi antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan
televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (periode

sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran
dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan

calon didasarkan pada peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye
(periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk
membuat desain alat peraga Kampanye.

24. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum
meliputi anta-ra lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
foto copy, alat tulis kaator, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain
pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangart

Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

25. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan
lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan
perundang-undangan mencakup antara lain seperti rapat umum yang dibatasi,
kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah
raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah,
perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial {periode
sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat beralhirnya masa
Kampanye).

26. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, pembuatan iklam media massa, pembuatan desain
alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan
kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya
administrasi bank.

27. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang te{adi untuk Kampanye terkait
dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan
ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
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28. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak Pasangan
Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

29. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan
seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

30. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan
lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

31. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran
modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima
kembali.

33. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan
kembali.

34. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.

35. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per
tanggal berakhirnya masa Kampanye.

36. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya [iumlah kas per tanggal berakhirnya masa
Kampanye).

37. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar
(per tanggal berakhirnya masa Kampanye).

38. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per
tanggal berakhirnya masa Kampanye.

39. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya
masa Kampanye.

40. Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, laporan ditandatangani oleh
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.



MODEL LPPDKS.PARPOL

PEUILIIIAIT ITALIXOTA DAIT WAIGL WALIKOTA
IIAUA KOTA 

-l

ttAMA PASAITGAII CALOIT 

-2

DAFTAR AI(TTVITAS PEITGELUARAIT DAITA KAUPAITYE
PERIODE TAII(XIAL 

- 

S/D 

- 

3

CALOITWALIITOTA

ttd
-Ifama Lengkap-

Keteraagan

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi narna Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa kampanye)
4. Diisi dengan no urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat penggunaan terjadi.

CIILOII WAITIL WALIKOTA

ttd
-IYana LengLap-

No, q Tanggals Bukti Pengeluanano Bentuk Aktivitasz Jumlah Kas (Rp)a
Jumlah Non Kas

(Unit)o

Klasifikasi Pengeluaran ro
Keteranganrr

I roa 2rca 3toc

LOGO PASANGAN CALON
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6.
7.

Diisi d€nAan nomor bukti ysrg merunjuksn adanye pdrgcluaran Dana lGapsnye dapat b€rupa kwitansi, buki eander, bukti pcnaeluaan atau burdi pcngeluaran laimS'a.
Diisi d€nAan b€irtuk aktivitaB ka&p6nyc dapat belupa-
a. Pengeluaran OFrasi

l) P€rteEuer tcrbatas meliputi antara laia t "ansaksi biaJ.a *wa g.dung/rua86n, cltak urdangan, roto .opg, alat tulis kaflto!, transport ri korsua6i pcririnan dan
lain-iain pc!'g€luel:al1 terkrit dcrgan aldivits rapat tcrbata€-

2) P€rtcauer tatap auka. neliputi t arrsaksi dtea lain bialE &wa sedung/rue8an, cetak undanSan,fo6o cqp& alat tulis kafltor, transportasi, konsuasi Flizina,r dan
traio-lain pg4€luaran t€rkait denaan aktivitas tatap muka-

3) M.dia mase cctak da'r media massa elel(tloEik moncakup tlansaksi antala laid bial'a p.Et uatan ikLn radio, ild.an Ecdia cetak, iHrn tdevisi dan iklan lainnya
aenSguffkan media c.tak dan clektt@ik (yang dibiayai olch Pasangm Calofl adalah Biaya Produ.ksi/Peabuatan ILC"n *danSkrn p€nyialarrrlllya dibiayai olch KPU,
*suai p€raturan KPU yang mcrBatur tdrt8lg kaEpanye).

4) PenyebEe baha'r ItuEpEDyc kepa& uEuo acac5kup k giatan ydg E6iabulkan tresaksi, terE suk biaya produksi datr p.nyet ee bahsn kaEpanye yanA
dibiayai oleh Pasangan Calon, ant ra lain biaya bahan kampan)€ bsupa pakaian, penutup kepal& alat minum, kslcnder, kErtu nama, pin, arat tulis, payunA dan/atau
stiker paring besar ukuran 10 cE x 5 clrl E€suai paaturan KPU yang mcflgatur teatsna kampanyc.

5) ItEbuatan d€sairr alat pcraga l(aEpa'lye mdcakup sniara lain biayajasa pembuatan d6ain alat pelaga IkmpanyE.

kebudayaan (p€ntas scrd, psneft raf,E, konser nudk), kesiatan otah raaa (8cr.r( jalsn ssllrai, e€peda santai), kesiat€n s8ial (bazar, do or dsrah, pdloEbaan, h6ri
ular4 tahu'r), daII kaarpanye mclalui media so6ia.l.

b. Pcnaeluaran Modal
1) PembeliaD l(cndsraan diisi d@gan juclah/banyaknya keDdatarn yang dibdi dan dinilai dcngan rupiah l(Grrdsraan terebut M'sEtan halga pasa:.

scpcrti &oaputc!, iaventdiu dm lain-lain.
c. Pengeluarar lain-lain diluar p€naeluaran operasi dan per4clusr"an modal.

bfftuk Eata uang Rupiah. Apabila terd.pat mars uanA lah, ftaka sajikan dalaa b€ntuk konv€rui raata ua,rg tersebut ke dalaa mata uaia Rupish deagan kurs tengah BanL
Indon€sia pada t [sral transaksi
Diisi dcDSan juolah stuan unit pqrgaluaran berupa bare&/jaEe y6Dg dikclrkEn, Uflit b.rupa FDAcluaran b€rupa barang dan jara, harus dirajikan dalan bcntuk satuan
bararA dan jasa tcrscbuL Jika barang dan j6.sa tcrs€but dapat dik tshui nilai rupiahnya, aaka sajikan juga nilai rupiah barang da jasa t lscbut bcrdasarlcn ha4a paear.
Contohnya ahtal:a lair jasa aattu, sound sgsterq scwa paflggutr& transportasi daII lain-lain.
I(oIoE Kla.sifiksii Pcnaeluaran diiBi dcngan :

a- C.k list pada koloe I apabila p.ngElusran belaid dari penaelusran op€ra.si
b. Cek list psda koloE 2 apabila pcn8cluersn berassl dari lrrdal,
c. Cek li6t Pada Kolor:r 3 apabila pcflgeluaran bcra.sal dari pcDAcluaran lain-lai .
Pada l(ololl Kctcrangan diisi dcngan hal-hal lain yanS pcrtu dijeta.skan.
IGt€rangan t mbahan:
a. Daftar Aktivitas dan PcDgeluaran Dana I(aapa,rye ditampiri deryan Bukti-bulci Traneaksi PeDgeluaran.
b. Untuk Pcmiliharr Walikota dafl Wakil Walkota, laporan dita:dat€ngani oleh Pasaruan Calon Walikota dan Wakil Watikota"

I

9.

10

11
L2



IUODEL LPPDK4-PARPOL
LOGO PASANGAI{

CALON

PEruILIHIIN UMUil UIALIKOTA DAIT WAI{IL WALII(OTA
ITAUA KOTA 1

IYAMA PASAITGAIT CALOIT
DAFTAR SALDO DAITA KAilPAISTT

Perlode darl tanggal ,ld _3

I{O+ URAIAIIs JUULAII KAS (Rpf o JUULAH 1YON KAS (Unitl z KBIERANGAIYa

CAI,OIT WALIITOTA

ttd
-Nama Lengfap- ttd

-llfaroa Leagkap-

Keteraagan:

Laporan ini dt€usulr oleh Pasangsn Calon

1. Ditui dengan flaEa t(ota tempat Pesaruan Caton mencdoakslr diri.
2. Diisi rr3 na PaEanAa,r Calon yena rlelaporkan Dara KalopaolE.
3. Dii6i d€ngan pcriode pclaporan yaitu per t€rAgal p€netap:r,r Palanga,r Calon oleh KPU dan ditutup pada bcrakhimya r]15Ea kaEpuyc
4. Diisi densan I1o urut.
5. DiLi dengsn saldo awal (p€r tanssal penctapan pasadgan calon) dan saldo aHi, p6i,Ddc tutup buLu (p€r taassar bcrakhirnyamaEa kampajlye)

Rupiah dcnae ku.s tcngah Bank lndoncsia pada tarAgal t aeksi.

nilai rupialmya maka eajikan juga nilai rupi6h baraag tersbut berdasarkan harga pasar.
a. Pada Kohra Kctcrangan diisi denaan hal-hal lain yang perhr dij.r,sL,n.
9, Kettrangatrtambahan:

Untuk Pemilihan Walikota dalr rvakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasaruan Calor Wslikota daJr Wakil Walikota

CAI.OII WAITIL WALII(OT



LOGO PARPOL/GABT'NGAN

PARTEI POLITIK/GABITITGAI{ PARFOL
DDWAtr PITPII{AIT DAERATI KO|rA

L/TPORAIT PENDRIUAAI{ SI'UBAI{GAIT DAI{A KAUPAI{YE
TEPADAPASAITGAI{ CAIOI{ 2

Pcrlode tanggal _ rempal 3

Ketua Parpol/ C€bun gan Parpol Bendahara Parpol/ Gabungan Parpol
Ttd

-Nama l,engkap-
Trd

-NalJla lrngkap-

hsnhidnurutrol.IP.d!iffiuu6tsDEddlti}l
r D[.[ d@au ,t@a Pdtal Folirir.t u G{llu]aBn I'.tEl It iti}FrauuraII&4mcaroo
2 D,H dcuu @. kqo Callm,'oa dru.im3 Pdrd Fotarry'c.hrgs ltrtar Bohik
3 D d d.em !dr.d. .Etsr,Ss Dsu(@IEv. (FtLdt &:is} dibpkd &hqd 6ton oLhl(Pu d.n bqdtn: Ir raryEl,ldit t@ lroFrvq
. DlLrd63smr6tr
! Dti.i dq{Fn *q.l !.ebdldr .qbdam rr.m kEFra!
6 Dlhl dogmruDr.h.uD{lgu reg dtt6,Dr

r dn ddlaa Juidah smb.ig{ r)e xepdw {tat6 banrr* dr&/rupiah (tc.ourt.uhaDS dlro tatulhdde/jeJdl,{t hhdlo@6rrEdrldruphh6rDl dduetnaFDr)

UODEL LPPDKs.PARPOL

!to.4 Tanggals

Jumlah Sumbangan 6 Bertut Sunbaogan 7

Asd Sumbangaas

Noaor Relentag

Penyumbaagg

Nomor Retentrrg

Penerirnalo Buhill Keteraaganl2(Rp) 6" Unit 6b TunaiTa Baraaglb Jasa7"



a

b Diisi dengan Jumlah SuEbangall Dana Kamparrye dalem betrtuk

Bararg 7 Diisidcngm Bentuk sumbmgm ymg dilrrima
a Diisi dengan bentuk sumbanggn berupa uang tunai
b Diisi dengan betuk sumbangan berupa barErtg

c Diisi dengan b€tuk sumbangan berupajasa
8 Diisi dcngan asal sumbangan/pemberi srmb,angan
9 Diisi derrgan nomor rckening penyumbang (sumbangan ttmal)
1O Diisi dengan nomor rrkcning peneriDa srmb,angan (sumbangan tunai)
11 Diisi dengan bulrti srrmbqnpn (bukti transfer, nota b€ran& dll)
12 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan

13 Unhrk Caburgm Psrtai Poutik ditedataagari otch Gabrrngan Partai Politik pcogusung Paurgm Ca.lon ds c'ap *lumh partai pcngusutrg



LAMPIRAN TOR!f,t'LIR ilODEL
LPPDI(s-PARPiOL

[_'
IOOO PANFOL/GAEOTOAII

PANSOL

PARTN POLITIK/GABT'I{GAIT PARPOL
DEWAI{ PIilPII{AI{ DATRATI KO/TA

TAIAKOTA 2

DAFTAR PEI{ERIUAAI{ SIIUBAI{GAI{ DAITA XAUPAI{YE PASAI{CAI{ CALOI{ 3

PERIODE .........r/d.......... 4

ilo
ASAL SIIUBAITGAI{
DAITA XATPANYE

BENTI'N SUUBANGAI{ DAXA XAilPAITYE
JI'UIIUI

(Rp.l E xmnnencar euAtfc s Baneilc 6 JASA 7

lFn-l tRD.l 6s fUnltt 6b lllD-l 7a lBantukl ft

1. 'asan{an Calonlo

a. Nama Calon walikotaloa

b. Nama Calon Wakil Walikotalob

c 'artai Politik dan/atau Gabungan Partai Politikl l

a. Nama Partai Po1i1i1lla

b. Nama Partai Po1i3;91lb

c. dst.

3 )umbangan Pihak Lain Perseorangan 12

a. Nama Penyumbang 12a

Alamat Penyumbang r2b:

No. Telp Penyumbang l2c:

No. Identitas Penyumbang t2d:

No. NPWP Penyumbang 12'

b. dst.

4 Sumbangan Pihak Lain Kelompok 13

Nama Kelompok l3aa.

Alamat Kelompok 13b:

No. Telp Kelompok 13c



2

No. Identitas pimpinan kelompok 13d

No. NPWP pimpinan Kelompok I3e

b. dst.

5. Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 14

a. Nama Badan Hukum Swasta 14a

Alamat Badan Hukum Swasta 14b :..

No. Telp Badan Hukum Svrasta 14c : ..........

No. Identitas Badan Hukum Swasta 14d : ........

No. NPWP Badan Hukum Swasta 14e

b. dst.

TOTAL TOTAL 15 TCTAL 15 TOTAL 15 TOTAL 15

Ketua Parpol/ Gabungan Parpol
Ttd

-Nama lengkap-

lqm.|l dlrE olA hrt l l.trdl.t ! 6or!0 ht F.trdl
1. Dii.i d.nAe t'l@ Put i Polidk/GabunAd Pet i Politik P.ogu.uDg hla.gs Cslon

2, Dii.i des& t!.@ Pr*iri/I6buprt n/I6ta t@!.t llEllihd bsl{,a.urE
3 Dii.i d.rEd !ra@ Pa!.tlga Calon yarg diururg Part i Politik/OaburE n Partai Politik

4, Dituli.kdl tEioalc Lpo6 P.trdiIr.m Sumhaiga D6a f|aparw b-iodc *jak Fn.tap6 F.anAe 610! olch I@U .dp.i dd'ad ttelrhiftra oee k arp.!V.)
5, Diki d.ngd total pdr6itr),s.umb.JBln D.B KlEFny. jE g b.rupa u.rg d,.lri bcntut @t& u.rg Rupi.h Ap.bila tedapat @ta ua,e lain, maka di!'qiika!

<lalae b6tut kotrv@i mata u.rg td..but ke /4r.r t. u6!g Rupiah dogd ku! tana h B{rL lad@6ia p.da bn."!r nr!!.bi.
6. PaMilll,e Smbatlaa Daa raopatry. y.rg b6b6trk belg r

a, Dii.i derlEm J'uolal! !@riltlam Bumbatlarn Dafr KaeFry. dargrn nilai Rupia.h FiA m@par..n hEil k6t@i baE.e t d.lsm lei Rupian bddesk@ h.rg. psd
h. Dii.i it !!se juellh ahls unit.Mbatrsm b6up. baEt|a ylr8 alitcri@

7. P.ffiida4 S@b.r,A& Daa l(aoF {E FrA bat nhrtj*:
a, Dii.i d.rlaM juehh !6qit!t.d.umbm€u Da@ X@latOE ddlaFn ailai Rupiah y!.'A a@p€Le t*i1&6@i jaa *. d..Lm oilAi Rupi.h badasJt i h.tA! DAer.
b, Dnsi (lcrla{ bcntrk !Eb.!'eo b.rup. jea F 

'g 
ditaiEa.

a. Dii.i d.r!a6 j@lEb p.ndi@ suEbErlad Dac K€EFDy. d.rge lihi Rupiah (mdp.ran h*n pajumlshe tiip bdi! p.da koloo 5 + 6a + 7a)

9, Dii.i d.rA& hal-hElliinFrA p<lu.lijcLrks, GFrtidncisjumbh uritpada koloo b.r{'g d j.A

BendaharaParpol/ Gabun gan
Ttd

-Nua tanlkap-

Parpol

cop



10.

11

t2.

13.

L4.

J

PdEr'D.e yqng ldEd d6t Peal8e Calon y..g.uEbcr d&.rry. baasal dall hrt IGIGTEd Frihadi Pa.ang$ C.lon:
.. Dii.i d.t&@ !r.m Cd@ Ouldnut/Bupati/Wd*ota b.r66 oilai pcaditr:,ery.
b. Dii.i dqlge tr.m Calon {aa,.il Oubatru/W.tit BuFii/W.kil Wditota bGdt niiai p@.@.ary.

.. Dii.i dana6 nan. Ptrtai Poft,h tEt nilai,sdiMnlE
b, Diili donge t)ma hrtai PolitiL b.s6ra nilai FndilrlimryB
Diili d&ge ju6Lh .ubeDgo D.m I(Mparv. Fre bd@l.lati .Mbaige p&.k hnt Fllaraas.
a. Dii.i d.rga t:a@ Fn uEbu,A
b. Dii.i dang6 .r.hit FntrbqrA
c. DiBi d.!l8a4 No t lp panlaEba.'eya!,9 dapat dihubuiai (a-ktit)

d, Diili iLrAEn No id@6ta! Fy@balle
.. Di.i d.Da.n No,M Pol6k {rajib Pqir& Fflyumbdlg
Diili d@96 juolah .utaDEE! Dam Kapatryc yirE b..a!aldqi.Mba.g6 pibik,anr bk rpot su..i td.rdt ! p.nyumbdla i..ldnpoL,
a,DiLi datge nd. kEkrpol tarylEb.tlg
b. Dii.i &rg4 afq*,..lonp.& Fr,Jumb.t8
c. Dini dalgq No t b r.roEpoL Fr{tuohq,AFig <lapat dihubunai l.kti4
d. Dii.i aLdlgsr No id.ntit . p@i6pin rdompoL
.. Dini &r$r N@d Pb!.oL Wqiib Piirk p@iapin !..rdnp.L
Dini d@BBn .uEbar8Etr D@ IlamrEle yE A b6erl d.ri .uh.ngE! badm hu&um lsata 6ui iddtitE Frrr@taie bade huku ffit*
a. Dii.i cLlgEn 

'ra@ 
ted4 hu&u 

'g4ta FryuEb6rg
b, Dtill dag6.r.h.t Fayub.r,g
c. Dii.i d.n8in No tlp piEpi!6 ha<i.! huloo .Eata Fng dapat dluburEi {aktit
d, Diili daga |idM i.iddta! P.rryuubqla d.Ft bGaF .r.t pddirih bade hul<@ !fut .

.. Dni d.rlgq N@ Polrot wajib Pqi!& hailan hukra !*st
Dii.i ddad to6l kBahltuho p.!6iEdr .@b.rae D.fu K.rp.ryr lEtE dit6i@ Pa.a,ee Car6
Urtur. cabrtl€m Palt .i Polttik dirandatag.ni oLh Gabuqrn PArt i Politik Frau.uia Pa..Dge c.lon alan €p .€luruh partai ldawuog

*pilih salah satu

15.

16.



LOGO PASANGAIII
CALON

Ilama Pasangan Calon :

SURAT PERITYATAAN
PEITYUMBATIG PIHAIT LIUII PERSEORANGAITT DA$A KAMPAIITYE

PEMILIHAIT UIALIKOTA DAIT trINIIL WALIKOTA TAHUIT 2018

lrtoMoR:

Pada hari _ tanggal

Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Alamat
Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP (apabila ada)

Pekerjaan
Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

.yang bertanda tangan di bawah ini :

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



Model LPPDKI-
PERSEORANGAN

ASERSI ATAS L/IPORAIT PEITERIMAAN DAIT PENGILUARAIT DAITA KAMPAJYYE
PASAIIGAIT CAI,Oil PERSEORAGAIT PADA PDMILIHAN

WALIKOTA DAIY WAIIIL WALIKOTA TAIIUIT 2018

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama
Alamat
Alamat
domisili
Jabatan

: Calon Walikota

adalah Calon Walikota, dan

2. Nama
Alamat
Alamat
domisili
Jabatan

Calon Wakil Walikota

adalah Calon Wakil Walikota*,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor
Tahun tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Watkota** dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor Tahun yang mengatur tentang Dana Peserta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Kampanye Walikota dan Wakil
Walikota, sebagai berikut:



a

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERI(AIT
PATUH/TIDAI(

PATUH
I 2 3 4 5

A UMUM
1 Cakupan

Laporan
Kami melaporkan LPPDK (paling
lambat 1 (satu) hari sejak
berakhirnya masa kampanye paling
lambat pukul 18.00 waktu setempat)
kepada KPU Kota untuk Pemilihan
Walikota dan Wakil Waiikota LPPDK

dilengkapi dengan :

a. Formulir Model LPPDKI-
PERSEORANGAN;

b. Formulir Model LPPDK2-
PERSEORANGAN;

c. Formulir Model LPPDK3-
PERSEORANGAN;

d. Formulir Model LPPDK4-
PERSEORANGAN;

e. Formulir Model LPPDKS-
PERSEORANGAN;

f. Surat pernyataan penyumbang
pihak lain perorangan;

g. Surat pernyataan penyumbang
pihak lain kelompok;

h. Surat pernyataan penyumbang
pihak lain badan usaha;

i. Copy bukti Tagihan/Utang;
j. Bukti-bukti Transaksi

Penerimaan dan Transaksi
Pengeluaran; dan

k. Pembukuan Dana Kampanye
pihak lain.
Dilampiri dengan :

a. LADK yang dilengkapi dengan:
1) Formulir Model LADKI-

PERSEORANGAN;
2l Formulir Model LADK2-

PERSEORANGAN;
3) Formulir Model LADK3-

PERSEORANGAN;
4l Formulir Model LADK4-

PERSEORANGAN;
5) Formulir Model LADKS-

PERSEORANGAN;
b. Laporan Penerimaan Sumbangan

Dana Dana Kampanye yang
dilengkapi dengan:
1) Formulir Model LPSDKI-

PERSEORANGAN; dan
2l Formulir Model LPSDK2-

PERSEORANGAN;

Undang-Undang
Nomor Tahun

tentang
Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil
Walikota; dan
Peraturan Komisi
Pemilihan Umum
Nomor Tahun

vans mengatur
tentang Dana Peserta
Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau
Kampanye Walikota
dan Wakil Walikota

2 Periode
Pencatatan
Dan
Pelaporan

Kami melakukan pencatatan
Penerimaan dan pengeluaran Dana
Kampanye dimulai sejak Pembukaan
Rekening Khusus Dana Kampanye
dan ditutup pada saat masa
Kampanye berakhir.

B PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA I(AMPAITTT PEMILU

RDKP Kami menempatkan Dana Kampanye
berupa uang, pada Rekening Khusus
Dana kampanye yang dibuka oleh



3

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERI(AIT
PATUH/TIDAK

PATUH
I 2 l I

Kami atas nama Kami pada Bank
4 Batasan

Maksimum
Sumbangan

Kami mematuhi jumlah penerimaan
sumbangan (mencakup uang,
barang, dan/atau jasa yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk
hutang dan diskon pembelian barang
atau jasa yang melebihi batas
kewajaran transaksi jual beli seca-ra

secara umum) yang dilaporkan
dalam LADK, LPSDK dan LPPDK
tidak melebihi jumlah dibawah ini :

1) Rp. 75 Juta untuk penyumbang

perorangan; dan

2l Rp. 750 Juta untuk penyumbang
kelompok dan/atau badan usaha
swasta

5 Batasan
Pengeluaran
Dana
Kampanye

Kami mematuhi batas pengeluaran
Dana Kampanye berdasarkan
Keputusan KPU Kota untuk
Pemilihan Walikota dan Wakil
WaIikota.

Kami mematuhi penyerahan LPSDK

sesuai dengan jadwal sebagaimana

ditetapkan dalam Peraturan KPU

tentang tahapan, program dan jadwal

disampaikan kepada KPU Kota paling

lambat pukul 18.00 waktu setempat.

Ketetapan

Wakttr setor

ke kas

negara

Apabila Kami menerima sumbangan

yang dilarang Kami mematuhi

ketentuan sebagai berikut:

a) Dilarang menggunakan

sumbangan tersebut;

b) Menyetorkan sumbangan yang

dilarang ke kas nega-ra; * dan

c) Melaporkan sumbangan yang

dilarang
* Apabila terdapat hal diatas Karni

menyerahkan bukti laporan

kepada KPU Kota untuk Pemilihan

Walikota dan bukti Surat Setoran

Penentuan Penerimaan Negara

Bukan Pajak (*SSPNBP*)

c LADK DAIT LPSDK

7 Periode

Laporan

Penerimaan

dan

Pengeluaran

Kami mematuhi lingkup waktu

pencatatan penerimaan dan

Pengeluaran LADK yaitu lingkup

waktu pencatatan Penerimaan dan

Pengeluaran LADK yang dilaporkan,

dimulai sejak pembukaan Rekening



4

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERI(AIT
PATUH/TIDAK

PATUH
I 3 4 5

Khusus Dana Kampanye dan ditutup
pada saat Kami ditetapkan sebagai
peserta Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota.

Kami mematuhi lingkup waktu
pencatatan penerimaan LPSDK yaitu
lingkup waktu pencatatan Penerimaan
yang dilaporkan, Pembukuannya
dimulai 1 {satu) hari setelah Kami
ditetapkan sebagai peserta Pernilihan
Walikota dan Wakil Walikota ditutup 1

(satu) hari sebelum laporan
penerimaan sumbangan disampaikan
kepada KPU Kota.

8 Pembukaan

RKDKP

Nama Balk

Nama

Pemilik

RKDKP

Kami membuka Rekening Khusus

Dana Kampanye:

a) Pada bank umum yang

mempunyai perwakilan di Provinsi

dan/atau kabupaten /kota di

seluruh wilayah Indonesia

b) Atas nama Kami

Catatan:

1) Rekening Khusus Dana Kampanye

terpisah dari rekening pribadi

Kami;

2l Pengelola Rekening Khusus Dana

Kampanye adalah Kami

9 Cakupan
LADK

Kami menyusun LADK yang memuat
informasi:
a) Rekening Khusus Dana Kampanye
b) Saldo Awal atau saido

pembukaan;
c) Rincian perhitungan penerimaan

dan pengeluaran yang diperoleh
sebelum pembukaan Rekening
Khusus Dana Kampanye; dan

d) Sumbangan Dana Kampanye

10 Cakupan

LPSDK

Kami menyusun LPSDK yang memuat

informasi pembukuan yang memuat

seluruh penerimaan yang diterima

Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik yang mengusulkan Kami.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

CALON WALIKOTA

trd.

-Nama lengkap-

Keterangan:
*Pilih salah satu

CALON WAKIL WALIKOTA

ttd.

-Nama lengkap-

CAP



MODEL LPPDK2-
PERSEORAITGAIT

LCIGO PASANGAN
CALON

PIMILITIAN UIALIKOTA DAN SIAKIL NTALIKOTA
ITAUA KOTA I

NAMA PASANGAN CALON
LAPORAN PENERIMAAI{ DAN PENGELUARAN DANA I(AIUPANYE

Periode dari tanggal _s/d tanggal _s
Nomor Rekeniag Khusus : 4

Nomor Uraian Rp Unit Keteraagan
A. SALDO PERs

Kas di Rekening Khususo
Kas di
Barangs

Tagihan kepada q

Utangro

B. Penerimaan rr

1 Pasangan Caionrz

2 Sumbangan Pihak Lain Perseoranganr3

3 Sumbangan Pihak Lain Kelompokr+

4 Sumbangan Pihak Lain Badan Usahars

5 Laiu-Lain Komitmenrs

c. Pengeluaranrz

1 Pengeluaran Operasi
a. Pertemuan terbatasrs
b. Pertemuan tatap mukars
c. Pembuatan/produksi iklal di media massa

cetak dan media massa elektronikzo
d. Penyebaran bahan Kampanye kepada

UmUm21

e. Pembuatan desain alat peraga Kampanyezz

f. Rapat umum23
g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan

Kampanye dan peraturan perundang
undanganz+

h. Lain-lainzs

2 Pengeluaran Modalzo

a. Pembelian Kendaraaazz

b. Pembelian Peralatalza
c. Lain-lainzs

3 Pengeluaran Lain - Lainso

a. Pemberian Piutangsr
b. Pembayaran Utangaz

D. SALDO PER:s

Kas di Rekening Khususs+

Kas di 3s

Barangso

Tagihan kepada ?a



2

I{omor Uraian Rp Unit Keterangaa
Utangee

CALON WALIKOTA

ttd.

-Nama lengkap-

CAP

CALON WAKIL WALIKOTA

nd.

-Nama lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan Pasangan Calon oleh
KPU sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

4. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye pasangan calon.

5. Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

6. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana
Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

7. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya fiumlah kas per tanggal penetapan Pasangan
Calon oleh KPU).

8. Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga
pasa-r fiumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).

9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal
penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

10. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

11. Penerimaarr dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan
oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

12. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Walikota dan \I/akil
Walikota (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari umbangan
pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan
kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dihiayai sendiri oleh
pihak lain perseorangan tersebut.

14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah,
kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.

15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dad
sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.

16. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan
dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampalye).
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17. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan
oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
terbatas meliputi anta.ra lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak
Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto upg, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak
Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat
(biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran
dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan

calon didasarkan pada peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye
(periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU darr ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk
membuat desain alat peraga Kampanye.

23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum
meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,

foto apy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain
pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan

Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa kampanye).

24. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan
lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturart
perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan
(pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai,
sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang
tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, pembuatan iklam media massa, pembuatan desain
alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan
kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya
administrasi bank.

26. Pengelua.rzrn Modal meliputi transaksi yang teq'adi untuk Kampanye terkait
dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan
ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

27. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak Pasangan

Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat beralhirnya masa Kampanye).

28. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan
seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

29. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dart

lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).
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30. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran
modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima
kembali.

32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan
kembali.

33. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampalye.

34. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per
tanggal berakhirnya masa Kampanye.

35. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya (1'umlah kas per tanggal berakhirnya masa
Kampanye).

36. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar
(per tanggal berakhirnya masa Kampanye).

37. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per
tanggal berakhirnya masa Kampanye.

38. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasaper tanggal berakhirnya
masa Kampanye.

39. Untuk Pemilihaa Walikota dan Wakil Walikota, laporan ditandatangani oleh
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.



MODEL LPPDKS.
PERSEORAIYGAIT

LOGO PASANGAN CALON

PEUILIHAIT WALIKOTA DAIT lf,AlilL WALIKOTA
IIA'UA KOTA 

-1

ITAilA PASAIIGAIT CALOIT
DAFTAR AITTTVITAS PEITGELUARAIT DAITA I(AUPAITTE

PERIODE TAIIGGAL 

- 

S/D 

- 

3

CALO1T WALIKOTA
ttd

-Ifama LeagLap-

CALOT WAITIL ITALIKOTA
ttd

-lfaroe Leaglap-

Keteraagan:

Lapora.d ini disusun oleh Pasangan Ca.lon

l. DiiBi nama Kota teEpat PasanSan Cslon aencsloDkan diri.
2. DiiEi nama Pasanaan Calofl yana B.l,Eporkan Dsna lG.hpsnyc.
3. Diisi d€ngan periode pelapnan (period. s€jak penetapar pas6ose calon olch xPU sampai dcnsafl beraldxirnya masa k6mpanye).
4. Diki d€flgan no6or urut k€giatan.
5. Diisi dengar tsnggal pada saat p€n88unasn terjadi.
6. Diisi ddgan nomor bukti yaru m.nunjukan adatrya pcnSelua.an Daaa lGmpanye dapat berupa kwitansi, buldi trans cr, bulci pcrAeluaren atau bulci Pcngeluaran lahnya.
7. Diisi detrgan b€rrtuk ektieitas kapanlrc dapat berupe-

No. + Tanggals Bukti Pengeluarano Bentuk Aktivitasz Jumlah Kas (Rp)a
Jumlah Non Kas

(Unit)e

Klasifikasi Pengeluaran ro
Keteranganrr

I roa 2tob 3 ro"

CAP
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a. Pengeluaran Op€reai
r) Perteauan terbatas m€liputi antara lain bansakli biaya s€wa g€dung/ruan8an, cctak undaraan, roto c!pg, alat tulis kantor, transportasi, koflsu$si, Polirinaf dan

lain-lain peaaeluaran t€rkait dcngan aktivitas rapat tcrbatas,

lain-lain peflgeluaran terkait denasn aldvitas tatap muks-
3) M€dia ,:1a!sa cet k dan media maega elektronik mencakup transaksi antala ldin biaya pembuat n iklrn ladio, iklan hcdia cetak ildan t€levisi de iklan lainnya

mcnggunatar ocdia cetak dan clelftonik (y.Ilg dibiayai olch Pasangan C:lon adalah Biaya Ploduksi/PEbuatan ndsn s€dangkan petryiarar,rmya dibiayai olch KPU,
sesuai p€laturaD KPU yana itrcllgatur tentang kampan,€).

4) Pery€baEn bahan lkmpaoy. kepada umurn m€ncakup keSiatan yang mair:lbutkan traflsalsi, terEasuk biaya ptodul.si dan pcnyebat& bahtrr kamparrye yanA
dibiayai oleh Pasaryan Cafon, aaara lain biaya bahan kampanl,E belupa pakaisn, peDutup k€pala, alat E'inuE, kalcrrdcr, kartu naa4 pin, alat turis, payutg dan/atau
stiker pslin8 besar ukurarr lO cE x 5 cm eeai peranrlan KFU yeng aengatu! tmtana l(a,rpatrj,€.

5) Pchbuatan desin alat pcraAa l(ampan)'c mffrcakup antrra lain biayajasa p€irbuatan desain alat peraaa l(alllpany€.
6i Icgiatan lain ya,rg tidak aclanggar lrrangan rbmpanye P€Eilihan da'r p.raturan p€rrrndrr}g-rdangtu mcncakup antara lain rapat umum yang dibatasi, k€giatan

ulsr{ tahuil), d6n kaEpanyc mel"lui mcdia sosiat
b. Pcr{eluaran Mo&r

1) Pembelian Kendsiaa'l diisi dcnganjuErsh/banyalmya kerdaraan yang dibcti dan dinilai denAan rupiah k€ndanaan t ts€but b.rdasarksn haraa pasar.

!€perti komputer, inve.ntsri,B daa laifl -lain.
c. PcnAclu6ran lain-lain aliluar pengeluaran op..asi darl pcngEluaran aodal,

E. Dibi densan nilai rupiah p"nssunaa,r y.'rg dika*k". sec$a tunai danlarau konaBsi bsr&&/ jasa ke dalaf, rdlai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa !J68 haru€ dirsjikan dsrae
bentuk mata uang niupiali. Aflabila tcrirapit aata uarla lain, maka sajikan dalam b€ntuk konversi Eata usng t€Ecbut ke daraD Esta uan8 Rupiah d€ngan kuls tcnaah B.nk
Indonesia pada t nggal transaksi.

tarang dsll ;asa teEebut. Jika b;a!g d.an ja.aa tcrs€but dapat diketahui rdlai rupiahnya, maka sajik 
'! 

jusa nilai rpiah bara:'a dan ja& ters.but bcrdasarkan h'rsa pa3ar.

Contohnya antara lainjs.sa artis' sou'Id s3lstet4 s€wa panSgung, transportasi dan lain-lain.
1O. Kolom Kla6ifika6i PenScluaran diisi dcngan :

a. c€k list pada koloE 1 Epabila pcngpluaran b.raEal dari pengeluaEn opcrasi
b. c€k lirt pada kolo6 2 apabila pcrg.luaran bdasal dari modal,
c. cek list Pada Kolud 3 apabita pcflaeluaran bcrasal dari p€Egeluaran lain-lain.

11, Pada KoluE Ket€rangan diisi dcngan hsl-hat lain yang p.du dij.l,aEkan.
12. Ketcra.agan tambahrn:

a. Daftar Alrtivitas da'l Pcngeluaran Daaa Kampanye dilaapiri deagan Bulrti-buli Transaksi P€ngelu8ran.
b. Untut( P.mitiha cuberEur dan Wskil Gubehur, l,aporarr dit ndat ngani otreh Pasangsn Calon Gub.rnur daIl Wakil Oubemur.
c. Untuk P€miliharl Bupati d6n Wakil Bupati atau Walikota ds,1 Wakil Wslikota, Laporan dit ndataagani olch Pssanaan Calon Bupati dan Wakil Bupati/PaEangan &1or

qralikota dalr Wakil wali&ota.



MODEL LPPDK4-
PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN
CALOIT

PEMILIHAIT UUUU WALIKOTA DAil WAI(IL WALIKOTA
IIAUA KOTA _r

IIAUA PASAIIGAII CALOIY 2

DAFTAR SALDO DAITA KAUPAITYE
Periode dart taaggd rld

IIIO+ IIRAIAIIs JUMLAII XAs (Rpf r, JUilLAII NoIt XAS (Uait) z KETERAI{GANs

Keteraagaa:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan nama Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi narna Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan yaitu per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU dan ditutup pada berakhirnya masa kampanye

CALOil WAI(IL WALIKOTA

ttd
-Ilama Lengkap-

CAP

CAI,OT WALIKOTA

ttd
-Ilama Lenglrap-
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4. Diisi delrgsn noeor urut.
5. Diisi denaan saldo aEal lper tsnggal p€n€tapan pesan8an Calo!, dan saldo .kJxi! pedode tutup buku (per tanggal beralhtl'rya aa6a ltropaltye)

,:rata uarg Rupiah d€ngan kurs teaAah Bar* Indo esia pada tanggal transeksi,
7. Diisi denaan jumlsh satuan unit apabila saldo/kas telsebut b€rupa bara[& Unit berupa ba.ar4 harw disjikan dalsm bcntuk satuan barEng ter*but. Jika barang ters€but

dapat dik tehui nilai rupialhya, llaka sqiikanjusa nilei rupirh baE!8 tcrsebut b6daEa*3rl hEga pasar.
a. Pada koloa Kct$adgan diisi dcrrgs! hal-hal laifl yar{ pcriu dijcl,agkan.
9. Koterangan t rdbah6n:

Urtuk P.oilihan Walikota daIr Wfil Walikota, Lepoma ditandatangaai ol6h Paearuaa C€loi W8likota d€,ll Wakil Walikota-



MODEL LPPDK5.
PERSEORANGAIT

LOGO PASANGAN CALON

PEUILIIIAT WALIKOTA DAIT WAITIL WALIITOTA

ITAUA I(OTA 1

PASAITGAIT CALOI{ 2

DAFTAR PEITERIUAAf, SUUBAITGAIT DANA KAUPAITTE

PERIoDE ........r/d.......... o

ITO
ASAL SIIIIBANGAN
DAITA XAItrPAI{YE

BEIIITUK SI'UBANGAN DANA KATIPANYE
JUMLAII

(Rp.) 7 I(Ef,ER.AilGAN 8UAITG 4 BARANG 5

(Rp.l {Rp.l 5" (udtl 5b (Rp.l 6" (Bentual 6b

1. Pasangan Calong

a. Nama Calon Walikotaga

b. Nama Calon Wakil Walikotagb

n Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 10

a. Nama Penyumbang loa

Alanlat Penlrumbang lob'

No. Telp Penyumbang lot: ......

No. Identitas Penyumbang lM,.........

No. NPWP Pen5mmbang lo'

b. dst.

3. Sumbangan Pihak Lain Kelompok 1l

a. Nama Kelompok lla

Alanat Kelompok 1lb:

No. Telp Kelompok 1lc

No. Identitas pimpinan kelompok l1d 
:

No. NPWP pimpinan Kelompok 1le

JASA 6
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b. dst.

4. Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 12

a. Nama Badan Hukum Swasta 12a

Alamat Badan Hukum Swasta 12b

No. Telp Badan Hukum Swasta 12c

No. Identitas Badan Hukum Swasta l2d: ...,...

No. NPWP Badan Hukum Swasta 12e

b. dst.

TOTAL TOTAL 13 TC'TAL 13 TOTAL 13 TOTAL 13

Calon Walikota

Ttd

-Nama Lergkap-

Calon Wakil Walikota

Ttd
-Nama Lengkap-

k ots ini di.u.u oleh Paldad Calon

1, Dini dc,Ee N.fu l(ota t@pat Pdniuhe b.rlatl8luq
2, Dti.i d.rlae tm P!...ad C.ld Fd&orsJtad
3. Ditulilkd !6iod. Lap@n P.tr6n@n SuEbange Da!. I(lDFny. lpdiod. ej.r. p.ret Fn laldlean @Ioa oleh KPU @pai d..ae b6Lhi6ya t1tae t@Fryc),

dalaa mata ua.e Rupiah d.Iae kuE t 
"g.h 

B.rik Lddeia paaur ta,ggd ti@.k!i,
5, P6dih.s SMb.igrn Dam KasporlJt }qr8 bdbannrk hda,A:

a. Dii.i dang& Jtu rn FMi@.m .umbareu Daa l(@p.rw d6lga nilai Rupiah,rn8 @paLs hsil km@i b.ranA to d.lam nilai Rupitt! b6ala.d*an harg p@4.
b. Dii.i dellge juoLb etus unit .uah6nAu h.rupa ts$,a r.rg diteri@

6. 9.n6tt]!s Sumbdge Dea lGopatt Byat'e babatukjae
a. Diili &r€& jumbt p.cims{ suntEnsE Dsa Kdp.rryedalgm nilati Rupi.hyargD@rE[B han k@vd.i jda k d.r.m nilai Rupiah h.rdasrtrn halga D.*r
b. Dibi <ier{ge bontut .umtElt8Etr bdpa je ]r.'g ditdim,

7. Diiri dc.gu juElah Frcri.rAd .Mb.ne6 Dea Kamlarw d6ga! nilai Rupiah {m.rup.}rtr ha8n p6juELh{ tiap bEi. Fd. Lolom 4 + 56 + 6.)
a. DiiBi ddSEn hal-hal hin y ,g pdlu d!.L.k n, &perti timi6l'u6lah unit p.da kotroD bdang.l,aD jag
9. Par6i@.m JEra beE&l ddi Pa*rge calon y€,a slnh.r ddu:tya had..l <|ei h.tt *eklyad ptibadi P.large c.lonl

e Dii.i dcrEd ,@ Cald! W.li!.ot bd6ta nilai pendima...yE
b. Dinid.rEFo@Caronw.tilcuh.rnur/WsidrBupeti/W.kilv.likot4t.ert nilai

10, Dii.i d.r,e& judUalr .eb.reEn D.m l(amFtue ratla b@ral ddi .uohE A.n pih.t lain pa@r.rgd.
a Dii.i dcDsEn tl.@ p.nyebang

cap
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b. Dibi d..!ae .t@at pd$Eb.tle
c. DiEi ddg6 n@d takp@ FDyMb.ng yaie al&pat dihubu,Ei (akti,
d. Diili d.rae tr@r it ltita. FrylEt dg
e. Dii.i deree N@6 Po*ot wejib Paj.k Fnyuhbaoa

r!. Diisi d.igln juEbn.eh&Em D.e X.aFrv.ya.g b6el ddi $ob6tree pih.& lain kel@poe susi id.ndE pdry@bana kel@pok- a.Dii.i doeo nd. kel@pok Fnyu&ba'a
e Dnri d.D8an .la@t t .iompoL pqryumb.,e
b. Dn.i d.rEsn t,md t lep@ k lompok pdryumb.rg y..a dapat dihubur8i (.kti4
c. Dini.i.,Ee n@o! id6tita! Fmtdpin t loopoL
d. Dii.i dcoAd N@or PoLok {rajib PejE& !@impin t hnpol

12. Diiside!,ran.umh.re&DeaK@p6try€ya.Ab..ualddisuEh.lguta.L,huludNetar€uiidatit4pdtyumbaJEb.dahutum.sEt.
a. Dnli d.lad l'lEa bsde hutun *dta p€qruob.r8
b, Dii.i dcrag1! ala@t hadn hukua sdta FrlMbarg
c. Dini d.ng6 n@or telep@ pitupitm bade hukum F@tay..a dap.t.lihuhurgi (akti4
d. Diiri dcrgd nffi idotitaB FnlrumbsJlg .Lp.t t tuF .Lte pqdirid b.dan hukum 

'@sta.e. Dii.i dcrlad N@r Pbkok qla.iib P.jat tsde hukum lgEta
13. Diisi d.rtge tot.l keelmhd Fr6io,d .uoba!'A@ D a r,epar5E yanA ditdims PEi&ed Calon
14. nttrt F@jlih4 Walikota iL. Caatil W.lik ta, L.por& dibr&t lgei oieh Calon Wali&ota dd Wakil Walikota,,



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERITYATAAIT
PEITYUMBAITG PIHAII LAI1T PERSEORAITGAIT DANA KAMPAITYE

PTMILIHAN WALIKOTA DAIT WAIIIL WALIKOTA TAHUIT 2018

NOMOR:

Pada hari 

- 

tanggal

Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Alamat
Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP (apabila ada)
Pekerjaan
Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

yang bertanda tangan di bawah ini :

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERITYATAA1T
PENYUMBANG PIHAI( LAIN I{TLOMPOK DAITA KAMPAITYE

PEMILIHAIT WALIKOTA DAIIT WAI(IL WALIKOTA TAHUN 2018

NOMOR:

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok
Al,amat Kelompok
Nomor Identitas pimpinan
kelompok
nomor telepon/telepon
genggam (aktrfl
Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan
Kelompok Jumlah
Sumbangan Asal Perolehan
Dana Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



LOGO PASANGAN
CALON

I[ama Pasangan Calon:

SURAT PERIYYATAAIT
PEIYYTTUBAITG PIHAIT LIUil BADAIT IIUKUM SWASTA DAIIA I(AMPAIITTE

PEUILIHAIT trIALII(OTA DAIT UIAKIL WALIKOTA TAHT'II 2018

Pada hari ........ ......, tanggal.
bawah ini:

Nama badan hukum swasta :

Alamat badan hukum swasta :

yang bertanda tangan di

Nomor Akte pendirian
Nomor NPWP Badan hukum
swasta
Nama Direksi
Al,amat Direksi

Nomor telepon/ telepon genggam
aktif
Nama Pemegang Saham
Mayoritas
A1amat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan
Asal perolehan dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan Pailit atau dinyatakan pailit;
3. Sumber dana tidak berasal dari tindak pindana; dan
4. Sumbangan bersifat tidak mengikat;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd

Penyumbang



Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 09 Oktober 2017

KOMISI PEMILIHAI{ TIMUM
KOTA SERAITG

ttd
HIRI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

HukumKasu

Encep
,L

(
.tpll



LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
NOMOR : 584/HK.03. 1 -KpU3673/KPU-KotatN2O17

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SERANG TAHUN 2018

COITTOH BTRITA ACARA DAIT TAISDA TERIMA
LAPORAIT PEITERIMAAJT DAIT PEITGELUARAIT DAITA KAMPAITTE

PESERTA PTMILIHAIT WALIKOTA DAIT WAI{IL WALII(OTA

1. contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan AwaI Dana Kampanye;
2. contoh Berita Acara hasil penerimaan r,aporan penerimaan sumbangan

Dana Kampanye;

3. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan dan pengeluaran

Dana Kampanye;

4- Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon
yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan partai politik;

5. Contoh Tanda Terima l"aporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon
Perseorangan;

6. Contoh Tanda Terima I"aporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik;

7. contoh randa Terima l"aporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
untuk Pasangan Calon Perseorangan;

8. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
untuk Pasangan Calon yar;;g diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungarl
Partai Politik; dan

9. Contoh Tanda Terima l"aporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
untuk Pasangan Calon Perseorangan.



CONTOH BA PENERIMAAN
UTDK

BERITA ACARA

NOMOR

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAI DANA KAMPANYE

PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KOTA TAHUN ......

Pada hari ini .............,... tanggal bulan tahun dua ribu . Komisi

Pemilihan Umum Kota Serang telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon

Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat [..) Undang-

Undang Nomor ........ Tahun tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan

hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ini tanggal bulan

tahun dua ribu pukul ............WI8, Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota yang menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan

informasi dan format laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon dengan hasil sebagai

berikut:

NO. NAMA PASANGAN CALON
HASIL PENCERMATAN

LlTlltl S/TS+)
1

2

3

4

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

1

2

3

4

NO. NAMA PASANGAN CALON/ HARI & TANGGAT WAKTU



2

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap .... (.,........,.....,,..,,,.,) dan disampaikan

kepada:

L. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;

2, Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Pemilihan Acehr);

3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

/Komisi Independen

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Ketua1.

2.

3.

4.

5.

Anggota....

Anggota....

Anggota....

Anggota....

Keterangan:

r) Coret yang tidak perlu

z) Diisi sesuai dengan undang-undang yang berlaku

a) Lengkap/Tidak Lengkap

+) Sesuai/Tidak Sesuai



CONTOH PENERIMAAN
LPPDK

BERITA ACARA

NOMOR

TENTANG

HASIL PENERIMAAN TAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PADA PEMITIHAN WATIKOTA DAN WAKIT WALIKOTA

KOTA TAHUN......

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu Komisi

Pemilihan Umum Kota Serang telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon

Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (..) Undang-

Undang Nomor..,..... Tahun tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan hasil

sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ini tanggal bulan

tahun dua ribu pukul ,,.,........WI8, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yiltrg

menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yaitu:

NO. NAMA PASANGAN CALON HARI & TANGGAL WAKTU
1

2

3

4

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan

informasi dan format laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon

dengan hasil sebagai berikut:

NO. NAMA PASANGAN CATON
HASIL PENCERMATAN

L/TLa) S/TS+)
L

2

3

4

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Berita Acara ini.



1

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap .,.. (....................,....) dan

disampaikan kepada:

L. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;

2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi .... /Komisi Independen

Pemilihan Acehr);

3, Satu rangkap untuk KantorAkuntan Publik

L,

2.

3.

4.

5.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Keterangan:

r) Coret yang tidak perlu

z) Diisi sesuai dengan undang-undang yang berlaku

s) Lengkap/Tidak Lengkap

+) Sesuai/Tidak Sesuai

Ketua........

Anggota....

Anggota....

Anggota....

Anggota....



CONTOH PENERIMAAN
tPSDK.

BERITA ACARA

NOMOR : ........,........

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPAT{YE PADA

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KOTA TAHUN ......

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu Komisi

Pemilihan Umum Kota Serang telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam pasal

ayat [.,J Undang-Undang Nomor .,....,, Tahun tentang Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ini ........ tanggal bulan

tahun dua ribu pukul .....,,.....WI8, Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota yang menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yaitu:

NO. NAMA PASANGAN CATON HARI & TANGGAL WAKTU
1

2

3

4

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye

Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas

kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan

hasil sebagai berikut:

NO. NAMA PASANGAN CALON
HASIL PENCERMATAN

LlTl.;zl S/TSs)

1

2

3

4

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.



1

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ... (............,...,,......,) dan

disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;

2, Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... /Komisi Independen

Pemilihan Acehr);

3, Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

KOMISI PEMITIHAN KOTA SERANG

Ilatr r c

Anggota....

Anggota....

Anggota....

Anggota....

Keterangan:

r) Coret yang tidak perlu

z) Lengkap/Tidak Lengkap

e) Sesuai/Tidak Sesuai

1.

,l
L,

3.

4.

5,

, tr.rr...rr..r.rrr....r..r,



UIYTUK PASAITGAN CALOIV
YAITG DIUSULKATT OLEH
PARTAI POLITIK ATAU

GABUNGAN PARTN
POLITIK

TANDA TTRIMA
LAPORAIT AWAL DAITA KAUPAITYE

PEMILIHAIT WALNTOTA DAII WAKIL ISALIKOTA*
KOTA* . TAHIItr

Tel,ah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Walikota dan Wakil Walikota dari :

Nama Pasangan Calon

Hari dan Tanggal

Waktu

Tempat Penerimaan

Dengan rincian sebagai berikut

JENIS DOKUMEN STATUS
DOKUMEN**)

JUMI,AH
DOKUMEN

KETERANGAN

1

Forrnulir Model l-ADKl-
PARPOL (untuk Laporan
Awal Dana Kampanye)

Ada Tidak ada

2

Forrnulir Model LADK2-
PARPOL (untuk Daftar
Aktivitas Pengeluaran
Dana Kampanye)

Ada Tidak ada

3
Formulir Model I-ADK3-
PARPOL (untuk Daftar
Saldo Dana Kampanye)

Ada Tidak ada

4

Formulir Model LADK4-
PARPOL (untuk Format
Surat Pernyataan
Tanggung iawab)

Ada Tidak ada

5

Formulir Model LADKS-
PARPOL (untuk l"aporan
Sumbangan Dana
Kampanye kepada
Pasangan Calon)

Ada Tidak ada

6

Lampiran Model LADKS-
PARPOL (untuk Daftar
Penerimaan Dana
Kampanye)

Ada Tidak ada

7
Surat Pernyataan
Penyumbang Pihak Lain
Perorangan

Ada Tidak ada

8
Surat Pernyataan
Penyumbang Pihak Lain
Kelompok

Ada Tidak ada

I
Surat Pernyataan
Penyumbang Pihak Lain
Badan Hukum Pihak
Swasta

Ada Tidak ada

NO



10
Copy BukulRekening
Koran Khusus Dana
Kampanye

Ada Tidak ada

11
Surat Keterangan data
pengelola rekening Ada fidak ada

Ada Tidak adat2 Copy bukti Tagihan/
Utang (apabila ada)

Tidak ada13
Soft Copy l"aporan Awal
Dana Kampanye

Ada

Diterima oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Diserahkan oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Keteraaf,an :

1. *) Coret yang tidak perlu
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing - masing l(satu) rangkap untuk

Pasangan Calon, l(satu) rangkap Untuk KPU Kota

NO JENIS DOKUMEN STATUS
DOKUMEN**)

JUMLAT{
DOKUMEN KETERANGAN



* otrttS UNTUK PASANGAN CALOIY
PERSEORANGAN

TAITDA TIRIMA
LAPORAIT AWAL DAITA XAMPAIrSE

PTMILIHAIT WALIKoIA DAIT WAI(IL WALIKOTA*
KOTA* . TAHIIIT

Telah diterima l"aporan Awal Dana Kampanye Calon Walikota dan Wakil Walikota dari :

Nama Pasangan Calon

Hari dan Tanggal

Waktu

Tempat Penerimaan

Dengan rincian sebagai berikut

1

Formulir Model [-ADK1-
Perorangan (untuk
Laporan Awal Dana
Kampanye)

Ada Tidak ada

2

Formulir Model LADK2-
Perorangan (untuk Daftar
Aktivitas Pengeluaran
Dana Kampanye)

Ada Tidak ada

3
Formulir Model Lq,DK3-
Perorangan (untuk Daftar
Saldo Dana Kampanye)

Ada Tidak ada

4

Formulir Model LADK4-
Perorangan (untuk
Format Surat Pernyataan
Tanggung jawab)

Ada Tidak ada

5

Formulir Model LADKS-
Perorangan (untuk
I"aporan Sumbangan
Dana Kampanye)

Ada Tidak ada

6
Surat Pernyataan
Penyumbang Pihak l,ain
Perorangan

Ada Tidak ada

7
Surat Pernyataan
Penyumbang Pihak Lain
Kelompok

Ada Tidak ada

I
Surat Pernyataan
Penyumbang Pihak Lain
Badan Hukum Pihak
Swasta

Ada Tidak ada

NO JENIS DOKUMEN STATUS
DOKUMEN"*)

JUMLAH
DOKUMEN KETBRANGAN



9
Copy BukulRekening
Koran Khusus Dana
Kampanye

Ada Tidak ada

10
Surat Keterangan data
pengelola rekening Ada Tidak ada

11
Copy bukti Tagihan/
Utang (apabila ada)

Ada Tidak ada

t2 Soft Copy Laporan Awal
Dana Kampanye Ada Tidak ada

Diterima oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Diserahkan oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Keteran{aa :
4. *) Coret yang tidak perlu
5. **) Lingkari sesuai status dokumen.
6. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing - masing l(satu) rangkap untuk

Pasangan Calon, l(satu) rangkap Untuk KPU Kota

NO JENIS DOKUMEN STATUS
DOKUMEN**)

JUMLAH
DOKUMEN

KETERANGAN



UNTUK PASAI{GAII CALON
YAI{G DIUSULI(AN OLEH
PARTN POLITIK ATAU

GABUIYGAN PARTAI
POLIIIK

TAITDA TTRIMA
LAPORAIT PEITIRIMAAIT SUMBAIIIGAIIT DAITA KAMPAITTE

PIMILIHAIT WALIKOTA DAIT I[IAIUL WALIKOTA
KOTA TAHUN

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Walikota dan Wakil
Walikota dari :

Nama Pasangan Calon

Hari dan Tanggal

Waktu

Tempat Penerimaan

Dengan rincian sebagai berikut

NO JENIS DOKUMEN STATUS
DOKUMEN**)

JUMLAH
DOKUMEN KETERANGAN

I

Formulir Model LPSDKl-
PARPOL (untuk l"aporan
Sumbangan Dana
Kampanye Kepada Pasangan
Calon)

Ada Tidak ada

2

Lampiran Model LPSDK 1-
PARPOL (untuk Daftar
Penerima Sumbangan Dana
Kampanye)

Ada Tidak ada

3

Formulir Model LPSDK 2-
PARPOL (untuk Format
Surat Pernyataan Tanggung
Jawab)

Ada Tidak ada

4
Surat
Penyumbang
Perorangan

Pernyataan
Pihak Lain Ada Tidak ada

5
Surat
Penyumbang
Kelompok

Pernyataan
Pihak l,ain Ada Tidak ada

6
Surat Pernyataan
Penyumbang Pihak Lain
Badan Hukum Pihak Swasta

Ada Tidak ada

7
Soft Copy Laporan
Penerimaan
SumbanganDana Kampanye

Ada Tidak ada

Diterima oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Diserahkan oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Keteran{an :

1. ") Coret yang tidak perlu
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing - masing l(satu) rangkap untuk

Pasangan Calon, l(satu) rangkap Untuk KPU Kota

a

-

J



UNTUK PASANGAIT CALOTT
PERSEORANGAN

TAITDA TTRIMA
LAPORAIT PEITERIMAAIT SUUBAITGAN DAITA KAMPAIYYE

PEMILIHAIT IITALIITOTA DAIT WAITIL WALIKOTA
KOTA..... TAIIUIT

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Walikota dan Wakil
Walikota dari :

Nama Pasangan Calon

Hari dan Tanggal

Waktu

Tempat Penerimaan

Dengan rincian sebagai berikut

NO JENIS DOKUMEN STATUS
DOKUMEN**}

JUMLAH
DOKUMEN KETERANGAN

1

Formulir Model LPSDKl-
Perorangan (untuk Laporan
Sumbangan Dana
Kampanye Kepada Pasangan
Calon)

Ada Tidak ada

2

Lampiran Model LPSDK 2-
Perorangan (untuk Format
Surat Pernyataan Tanggung
Jawab)

Ada Tidak ada

4
Surat
Penyumbang
Perorangan

Pernyataan
Pihak Lain Ada Tidak ada

5
Surat
Penyumbang
Kelompok

Pernyataan
Fihak Lain Ada Tidak ada

6
Surat Pernyataan
Penyumbang Pihak Lain
Badan Hukum Swasta

Ada Tidak ada

I
Soft Copy Laporan
Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye

Ada Tidak ada

Diterima oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Diserahkan oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu
2. *) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing - masing l(satu) rangkap untuk

Pasangan Calon, l(satu) rangkap Untuk KPU Kota



UITTUK PASANGAI| CALOIY
YANG DIUSULI(AN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU

GABUNGAN PARTAI
POLITIK

TAIIDA TERIMA
LAPORAIT PEIVERIMAAIT DAIT PEITGELUARAIT DANA KAMPAIITYE

PEIUILIHAIT WALIKOTA DAN trIAIilL WALIKOTA
KOTA TATIU!T

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Walikota dan Wakil
Walikota dari:

Nama Pasangan Calon

Hari dan Tanggal

Waktu

Tempat Penerimaan

Dengan rincian sebagai berikut

JENIS DOKUMEN STATUS
DOKUMEN"*)

JUMTAH
DOKUMEN

KETERANGAN

1

Model LPPDKI- PARPOL
(untuk Asersi Atas Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye)

Ada

2

Model LPPDK2- PARPOL
(untuk Laporan Penerimaan
dan Pengeluaran Dana
Kampanye)

Ada Tidak ada

3

Formulir Model LPSDK3-
PARPOL (untuk Daftar
aktivitas Pengeluaran Dana
Kampanye)

Ada Tidak ada

4
Model LPPDK4- PARPOL
(untuk Daftar Saldo Dana
Kampanye)

Ada Tidak ada

5

Model LPPDKS- PARPOL
(untuk Laporan Sumbangan
Dana Kampanye kepada
Pasangan Calon)

Ada Tidak ada

6
Lampiran Model LPPDKS-
PARPOL (untuk Daftar
Penerimaan Dana Kampanye)

Ada Tidak ada

7
Surat
Penyumbang
Perorangan

Pernyataan
Pihak l"ain Ada Tidak ada

I
Surat
Penyumbang
Kelompok

Pernyataan
Pihak Lain Ada Tidak ada

9
Surat Pernyataan
Penyumbang Pihak Lain
Badan Hukum Swasta

Ada Tidak ada

10
Copy Buku/Rekening Koran
Khusus Dana Kampanye

Ada Tidak ada

11
Surat keterangan
pengelola rekening

data Ada Tidak ada

NO

Tidak ada



2

Ada Tidak adaL2
Copy bukti Tagihan/Utang
(apabila ada)

Ada Tidak ada13
Bukti bukti
Penerimaan dan
Pengeluaran

Transaksi
Transaksi

14
Pembukuan Dana Kampanye
Pihak Lain (apabila ada)

Ada Tidak ada

15
Tanda Terima Laporan Awal
Dana Kampanye Ada Tidak ada

16
Tanda Terima Laporan
Penerimaan Sumbangan Awal
Dana Kampanye

Ada Tidak ada

m

Diterima oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Diserahkan oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Ileterangan :
1. *) Coret yang tidak perlu
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing - masing 1(satu) rangkap untuk

Pasangan Calon, l(satu) rangkap Untuk KPU Kota

NO JENIS DOKUMEN STATUS
DOKUMEN"*) KETERANGAN



UNTUK PASANGAN CALON
PERSEORAI{GAN

TAITDA TERIMA
LAPORAIT PEITERIMAAIT DAN PEITGELUARAIT DAITA I(A}IPAITTE

PTMILIHAIT If,AI,IKOTA DAIT WAITIL trIALIKOTA
KOTA TAHUIT

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Walikota dan Wakil
Walikota dari :

Nama Pasangan Calon

Hari dan Tanggal

Waktu

Tempat Penerimaan

Dengan rincian sebagai berikut

NO JENIS DOKUMEN STATUS
DOKUMEN**)

JUMLAH
DOKUMEN

KETERANGAN

1

Model LPPDKI- PARPOL
(untuk Asersi Atas Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye)

Ada Tidak ada

2

Model LPPDK2-
(untuk Laporan
dan Pengeluaran
Kampanye)

PARPOL
Penerimaan

Dana Ada Tidak ada

3

Formulir Model LPSDK3-
PARPOL (untuk Daftar
aktivitas Pengeluaran Dana
Kampanye)

Ada Tidak ada

4
Model LPPDK4- PARPOL
(untuk Daftar Saldo Dana
Kampanye)

Ada Tidak ada

5

Model LPPDKS- PARPOL
(untuk Laporan Sumbangan
Dana Kampanye kepada
Pasangan Calon)

Ada Tidak ada

6
Surat
Penyumbang
Perorangan

Pernyataan
Pihak Lain Ada Tidak ada

7
Surat
Penyumbang
Kelompok

Pernyataan
Pihak Lain Ada Tidak ada

8
Surat Pernyataan
Penyumbang Pihak l"ain
Badan Hukum Swasta

Ada Tidak ada

9
Copy Buku/Rekening Koran
Khusus Dana Kampanye Ada Tidak ada

10
Surat keterangan
pengelola rekening

data Ada Tidak ada



2

Ada Tidak ada11
Copy bukti Tagihan/Utang
(apabila ada)

Ada Tidak adat2
Bukti bukti
Penerimaan dan
Pengeluaran

Transaksi
Transaksi

Pembukuan Dana Kampanye
Pihak Lain (apabila ada)

Ada Tidak ada13

Ada Tidak adal4 Tanda Terima Laporan Awal
Dana Kampanye

Tidak ada15
Tanda Terima Laporan
Penerimaan Sumbangan Awal
Dana Kampanye

Ada

Diterima oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Diserahkan oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

KeteranEan :
1. *) Coret yang tidak perlu
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing - masing l(satu) rangkap untuk

Pasangan Calon, l(satu) rangkap Untuk KPU Kota

NO JENIS DOKUMEN STATUS
DOKUMEN**)

JUMLAH
DOKUMEN

KETERANGAN



Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 09 Oktober 2017

KOMISI PEMILIHAI{ UMUM
KOTA SERAITG

ttd
HERI WAHIDIIY

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Hukum


